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ABSTRAK 
 
Rizka Herry Setyawan. E0006211. 2010. FUNGSI PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KESEHATAN DALAM 
MELINDUNGI HAK PASIEN (STUDI KASUS PRITA MULYASARI). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pertama 
apakah hak Prita Mulyasari sebagai pasien sudah diberikan oleh Rumah Sakit 
Omni International sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Kedua apakah 
sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai hak pasien 
dalam praktik kedokteran. Ketiga apakah prosedur pengawasan terhadap Rumah 
Sakit Omni Internasional sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah efisien. Keempat apakah visi misi Rumah 
Sakit Omni Internasional sudah mendorong perlindungan hak pasien. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan sifat 
penelitian ini adalah preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan 
hukum ini adalah data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan 
yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, 
arsip, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknis 
analisis data dengan metode silogisme dan interpretasi. Metode silogisme yang 
digunakan adalah silogisme deduksi. Interpretasi sistematis dan gramatikal atau 
bahasa. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan atas permasalahan hukum 
yaitu yang pertama hak Prita Mulyasari sebagai pasien belum diberikan oleh 
Rumah Sakit Omni Internasional mengenai hak atas informasi dan hak atas 
pengaduan pendapat atau keluhan. Kedua peraturan perundang-undangan 
mengenai kesehatan belum berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum 
terhadap hak pasien. Hal ini belum adanya harmonisasi aturan mengenai pasien 
dan hak pasien secara rinci dan jelas dan sanksinya. Ketiga prosedur pengawasan 
kesehatan di kabupaten Tangerang sudah efisien, hal ini dikarenakan komponen-
komponen dari tipe ideal birokrasi menurut Max Weber sebagian besar sudah 
terpenuhi. Keempat visi dan Misi Rumah Sakit Omni Internasional tidak 
mendorong bagi terwujudnya perlindungan terhadap hak pasien akan tetapi lebih 
cenderung untuk mengejar reputasi dari suatu rumah sakit. 
 
 
Kata Kunci : Fungsi Peraturan Perundang-Undangan, Kesehatan, Hak Pasien 
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ABSTRACT  
 
Rizka Herry Setyawan. E0006211. 2010. LAWS FUNCTION OF HEALTH IN 
PROTECTING THE RIGHTS OF PATIENTS (CASE STUDY PRITA 
MULYASARI). Law Faculty of Sebelas Maret Univercity  
 
This study investigated and answered the first problem concerning 
whether Prita Mulyasari rights as a patient has been given by Omni International 
Hospital as the provider of health services. Second whether there was 
harmonization of legislation concerning the rights of patients in the practice of 
medicine. Third whether oversight procedures for the Omni International Hospital 
as a provider of health services by the Tangerang District Health Department has 
been efficient. Fourth is the vision mission Omni International Hospital has been 
encouraging the protection of patient rights. 
This research is a normative legal research to the nature of this research is 
prescriptive. Source of data used in the writing of this law is secondary data, using 
library materials that can form legislation, documents, books, reports, records, 
papers, and literature relating to the issue being researched. Technical data 
analysis and interpretation of syllogistic method. The method used is the 
syllogism syllogistic deduction. Systematic and grammatical interpretation or 
language. 
Based upon this research we concluded that the first legal issues Mulyasari 
Prita rights as a patient has not been given by Omni International Hospital on the 
right to information and rights to the opinions of complaints or grievances. Both 
laws and regulations concerning health were not functioning to provide legal 
protection to the rights of patients. This absence of harmonization of rules on 
patient and patient's rights in detail and clear and sanctions. Third health 
surveillance procedures in the district of Tangerang is efficient, this is because the 
components of the ideal type of bureaucracy by Max Weber largely been met. 
Fourth vision and mission of the Omni International Hospital did not push for the 
realization of the protection of the rights of patients but are also more inclined to 
pursue the reputation of a hospital. 
 
 
Keywords: Function Laws, Health Care, Patient Rights 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Kesehatan merupakan hal yang terpenting dan tidak bisa dilupakan maupun 
dilepas dari dalam hidup. Seseorang hidup dengan kondisi tidak sehat sama halnya 
seseorang tersebut dapat dikatakan tidak hidup. Pengertian kesehatan sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang berbunyi 
“Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sehingga 
benar apabila kesehatan seseorang yang tidak terjaga dengan baik akan 
mengakibatkan seseorang tersebut tidak produktif dan semakin lama tidak segera 
diobati menimbulkan akibat yang lebih buruk. Banyak hal yang harus diperbuat oleh 
seseorang agar mencapai suatu kesehatan yang benar. Upaya yang dimaksud adalah 
upaya kesehatan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11 menjelaskan 
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya kesehatan 
dibagi empat macam antara lain upaya peningkatan (promotif), Upaya pencegahan 
(preventif), upaya penyembuhan (kuratif), upaya pemulihan (rehabiltatif) (Bahder 
Johan Nasution, 2005:1). 
Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang mempunyai 
sistem bahwa semua peraturan harus tertuang dalam peraturan yang tertulis dan 
tersusun secara kodifikasi. Dibuatnya peraturan perundangan tentang kesehatan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, akan tetapi faktor yang paling dominan adalah 
untuk memberikan kepastian hukum di dalam kesehatan. Tidak semua masyarakat 
paham dan mengerti mengenai kesehatan sehingga dapat menimbulkan 
permasalahan hukum yang rumit dan penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam 
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kesehatan juga tidak akan mudah diselesaikan jika bidang kesehatan ini tidak diatur 
dengan peraturan perundangan yang mengikat. Sebagai contoh apabila kesehatan 
tidak dijamin kepastian hukumnya adalah apabila dalam pelaksanaan praktik 
kesehatan untuk menyembuhkan seorang pasien. Kondisi tersebut yang sering 
terjadi adalah pasien selalu berada dalam keadaan atau posisi lemah yang dapat 
berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak pasien. Peraturan perundang-
undangan mengenai kesehatan di Indonesia sudah mengatur semua pihak dalam 
upaya kesehatan baik itu pasien, dokter,  maupun sarana pelayanan kesehatan atau 
rumah sakit. Dibentuknya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang No. 
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan wujud perlindungan hukum 
di kesehatan. Hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit diatur sedemikian 
rupa dengan tujuan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Akan tetapi dalam 
kehidupan nyata bahwa pelanggaran-pelanggaran itu tetap saja terjadi. 
Masyarakat juga mengetahui permasalahan hukum di bidang kesehatan 
banyak menimbulkan keresahan. Sebagian dari masyarakat percaya dan yakin 
bahwa keadilan hukum di bidang kesehatan tidak maksimal. Sebagai contoh 
ketidakmaksimalnya keadilan hukum di bidang kesehatan antara lain yang terjadi 
pada pasien rumah sakit Omni Internasional yaitu Prita Mulyasari yang telah 
menjadi korban dari pelanggaran hak pasien rumah sakit omni internasional. 
Pelanggaran hak pasien terjadi pada saat pasien Prita Mulyasari yang berobat 
kepada rumah sakit omni internasional. Berikut kronologi kejadian yang dikutip dari 
http://iskandarjet.kompasiana.com kronologi kasus prita mulyasari [Jumat 18 
september 2009 14.33] Pasien Prita Mulyasari datang ke RS Omni Internasional 
dengan keluhan panas tinggi dan pusing kepala. Hasil pemeriksaan laboratorium: 
Thrombosit 27.000 (normal 200.000), suhu badan 39 derajat. Malam itu langsung 
dirawat inap, diinfus dan diberi suntikan dengan diagnosa positif demam berdarah. 
Pada tanggal 8 agustus 2008 Ada revisi hasil lab semalam, thrombosit bukan 27.000 
tapi 181.000. Mulai mendapat banyak suntikan obat, tangan kiri tetap diinfus. 
Tangan kiri mulai membengkak, Pasien Prita Mulyasari minta dihentikan infus dan 
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suntikan. Suhu badan naik lagi ke 39. Pada tanggal 9 Agustus 2008 kembali 
mendapatkan suntikan obat. Dokter menjelaskan dia terkena virus udara. Infus 
dipindahkan ke tangan kanan dan suntikan obat tetap dilakukan. Malamnya Pasien 
Prita Mulyasari terserang sesak nafas selama 15 menit dan diberi oksigen. Karena 
tangan kanan juga bengkak, dia memaksa agar infus diberhentikan dan menolak 
disuntik lagi. Pada 10 Agustus 2008 
terjadi dialog antara keluarga Prita dengan dokter. Dokter menyalahkan bagian lab 
terkait revisi thrombosit. Mengalami pembengkakan pada leher kiri dan mata kiri. 
Dan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2008 terjadi pembengkakan pada 
leher kanan, panas kembali 39 derajat. Prita memutuskan untuk keluar dari rumah 
sakit dan mendapatkan data-data medis yang menurutnya tidak sesuai fakta. Prita 
meminta hasil lab yang berisi thrombosit 27.000, tapi yang didapat hanya informasi 
thrombosit 181.000. Pasalnya, dengan adanya hasil lab thrombosit 27.000 itulah dia 
akhirnya dirawat inap. Pihak RS Omni Internasional berdalih hal tersebut tidak 
diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid. 
Pelanggaran terhadap pasien bisa terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan 
dalam suatu mekanisme medis yang pada akhirnya hak pasien yang selalu dilanggar. 
Tindakan pelanggaran dalam medis yaitu kesalahan atau kesengajaan yang 
dilakukan oleh dokter atau tenaga medis itulah yang mengakibatkan adanya 
pelanggaran terhadap pasien atau sudah sering disebut dengan istilah malpraktik. 
Perlu diketahui mengenai pelanggaran terhadap hak pasien bisa terjadi akibat 
beberapa sebab tidak hanya dari unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh 
dokter. Akan tetapi tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan atau 
bekerja pada dokter juga bisa terjadi pelanggaran terhadap hak pasien. Sarana 
pelayanan kesehatan pun tidak luput dari salah satu penyebab terjadinya 
pelanggaran terhadap hak pasien.. Hal itu dapat terjadi karena sarana pelayanan 
kesehatan mempunyai suatu sistem manajemen kesehatan di mana apabila sistem 
manajemen kesehatan tersebut jika tidak tepat sasaran dalam upaya untuk 
menyembuhkan atau mengobati pasien yang berakibat pada pelanggaran hak 
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pasien. Dengan mekanisme medis atau kesehatan yang sudah diterapkan dan 
dijalankan oleh rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan kepada pasien 
apakah sudah dilandasi atas perlindungan terhadap hak pasien. 
Pengertian Malpraktik diterangkan oleh Adami Chazawi dalam bukunya 
Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum yakni pandangan 
malpraktik kedokteran jika dikaitkan dengan faktor tanpa wewenang atau 
kompetensi, dapat diterima dari sudut hukum administrasi kedokteran. Sebagai 
contoh kesalahan dokter karena tidak memiliki Surat Izin Praktek (Pasal 36 UU no. 
29 th 2004) atau Surat Tanda Registrasi (Pasal 29 ayat 1 UU no. 29 th 2004), dan 
sebagainya. Kejadian itulah yang disebut awal dari pelanggaran malpraktik 
kedokteran yang kemudian berpotensi menjadi malpraktik yang kemudian 
menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan terutama oleh pasien (Adami 
Chazawi, 2007:3).  Oleh karena adanya kerugian yang diterima oleh pasien berarti 
ada suatu pelanggaran hak terhadap pasien. Dan hal itulah yang menjadikan suatu 
hubungan apabila terjadi malpraktik sudah pasti pula terjadi pelanggaran terhadap 
hak pasien. 
Dari kejadian di atas terlihat ada permasalahan hukum mengenai kesehatan. 
Permasalahan hukum mengenai hak Prita Mulyasari sebagai pasien apakah sudah 
dipenuhi oleh Rumah sakit Omni Internasional. Padahal menurut Undang-Undang 
no.29 tahun 2004 Pasal 52 khususnya ayat (1) mengatur bahwa pasien mempunyai 
hak “mendapatkan penjelasan secara lengkap tindakan medis sebagaimana 
dimaksud Pasal 45 ayat (3)”. Atas permasalahan  hukum yang menimpa pasien Prita 
Mulyasari tidak terlepas dari Dinas Kesehatan sebagai pelaksana tugas pemerintah 
dalam mengawasi pelayanan kesehatannya di Kabupaten Tangerang dan visi misi 
dari Rumah Sakit Omni Internasional yang mendorong perlindungan terhadap hak 
pasien. Oleh sebab itu akan penulis tuangkan dalam suatu penulisan hukum dengan 
judul “FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KESEHATAN 
DALAM MELINDUNGI HAK PASIEN (STUDI KASUS PRITA MULYASARI)”. 
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B. Perumusan Masalah 
Secara teoritis dapat tidaknya sistem hukum perlindungan hak pasien dalam 
praktik kedokteran memberikan perlindungan hukum bagi hak Prita Mulyasari 
sebagai pasien, terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. 
Berdasarkan asumsi teoritis tersebut, maka permasalahan penelitian dapat 
dirumuskan sebagai berikut:  
1. Apakah hak Prita Mulyasari sebagai pasien sudah diberikan oleh Rumah Sakit Omni 
International sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan? 
2. Apakah sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai hak 
pasien dalam praktik kedokteran? 
3. Apakah prosedur pengawasan terhadap Rumah Sakit Omni Internasional sebagai 
penyelenggara pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 
sudah efisien? 
4. Apakah visi misi Rumah Sakit Omni Internasional sudah mendorong perlindungan 
hak pasien? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberi arah yang tepat dalam 
proses penelitian agar penelitian sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Tujuan 
dari penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif. 
a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan 
berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak pasien 
b. Untuk mengetahui ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai 
hak pasien. 
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c. Untuk mengetahui prosedur pengawasan terhadap Rumah Sakit Omni 
Internasional sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tangerang sudah efisien. 
d. Untuk mengetahui visi misi Rumah Sakit Omni Internasional sudah mendorong 
perlindungan hak pasien. 
2. Tujuan Subyektif. 
a. Untuk mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan penulis di bangku 
kuliah dan mengetahui prakteknya secara nyata di masyarakat. 
b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kepastian hukum yang 
diperoleh pasien. 
 
 
D. Manfaat penelitian 
Dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa 
diperoleh, antara lain : 
1. Manfaat Teoritis. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan, khususnya hukum administrasi negara. 
2. Manfaat Praktis. 
Untuk menambah pengetahuan ilmu hukum administrasi negara tentang 
kepastian hukum yang diperoleh pasien sehingga dapat dipergunakan sebagai 
pedoman dalam pengambilan keputusan ataupun kebijaksanaan bagi aparat atau 
instansi penegak hukum yang terkait. 
 
E. Metode Penelitian 
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Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, 
mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan secara metodologis serta 
sistematis. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan 
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:6). 
Penggunaan metode penelitian yang tepat akan mempengaruhi serta memberi 
kemudahan dalam memperoleh dan mengembangkan data, sehingga hasil penelitian 
akan tepat sasaran dan dapat dibuktikan kebenarannya. Maka dalam penulisan hukum 
ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya 
dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan-
bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan 
ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti (Soerjono 
Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13-14). 
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro ada enam tipe penelitian hukum yang 
dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif antara lain: 
a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif; 
b. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto bagi peristiwa 
konkret; 
c. Penelitian terhadap asas-asas hukum positif; 
d. Penelitian terhadap sistematika peraturan perundang-undangan positif; 
e. Penelitian terhadap tahap sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal dari 
peraturan perundang-undangan hukum positif; dan 
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f. Penelitian terhadap perbandingan perundang-undangan hukum positif. (Ronny 
Hanitijo Soemitro, 1994:13-14) 
Dalam penulisan hukum ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian 
hukum terhadap: 
a. Penemuan hukum in concreto, yaitu untuk menemukan berhasil tidaknya 
pelaksanaan perlindungan hukum bagi hak Prita Mulyasari sebagai pasien 
diberikan oleh Rumah Sakit Omni Internasional di Kabupaten Tangerang. 
b. Sinkronisasi hukum, yaitu mengenai: 
1) Peraturan perundang-undangan kesehatan mengenai hak pasien dalam 
praktik kedokteran; 
2) Prosedur pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terhadap 
Rumah Sakit Omni Internasional sebagai penyelanggara pelayanan 
kesehatan sudah efisien atau belum; 
3) Visi dan misi Rumah Sakit Omni Internasional  mendorong hak pasien. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah preskriptif, suatu penelitian yang ditujukan untuk 
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 
masalah tertentu (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam hal ini ada empat 
permasalahan hukum yang pertama mengenai hak Prita Mulyasari sebagai pasien 
diberikan oleh Rumah Sakit Omni Internasional, kedua, harmonisasi peraturan 
perundang-undangan mengenai hak pasien dalam praktik kedokteran, ketiga, proses 
pengawasan terhadap Rumah Sakit Omni Internasional sebagai penyelenggara 
pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dan keempat, visi 
misi Rumah Sakit Omni Internasional yang mendorong perlindungan hak pasien. 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (Statute 
Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 
perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan kesatu yaitu 
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Apakah hak Prita Mulyasari sebagai pasien sudah diberikan oleh Rumah Sakit Omni 
International sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Pendekatan konseptual 
digunakan untuk menjawab permasalahan kedua, ketiga dan keempat dengan 
menggunakan konsep teori sistem hukum dari Friedman, konsep teori 
fungsionalisasi peraturan perundang-undangan dari Fuller, J.B.J.M Ten Berge, dan  
Hans Kelsen,  konsep teori tipe birokrasi ideal dari Max Weber, dan konsep teori 
budaya organisasi menurt Bennis dan Edgar Schein  Sebagaimana dijelaskan Johnny 
Ibrahim bahwa pendekatan perundang-undangan mempunyai tiga sifat, antara lain: 
a. Comprehensive bahwa norma-norma hukum yang ada terkait antara satu 
dengan lain secara logis; 
b. All Inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 
menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada 
kekurangan hukum; 
c. Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-
norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. (Johnny Ibrahim. 
2008:303) 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, 
yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa peraturan 
perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, makalah, dan literatur 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan 
terdiri atas : 
a. Bahan hukum primer meliputi : 
peraturan perundang-undangan termaksud dalam UU No 10 Tahun 2004. Yaitu 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
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tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
131/Menkes/SK/lI/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri 
Kesehatan No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, 
Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/lV/2007 tentang Izin 
Praktik dan Pelaksanaan Prakik Kedokteran.  
b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 
dokumen resmi meliputi jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan 
pengadilan, rancangan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi 
atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 
c. Bahan hukum tertier, berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan hukum ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan 
kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan 
bahan hukum yang dapat memanfaatkan indeks-indeks hukum (indeks perundang-
undangan, indeks putusan–putusan pengadilan) baik cetak maupun elektronik 
termasuk internet. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan 
landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek 
penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan 
dengan perlindungan hak Prita Mulyasari sebagai pasien diberikan oleh Rumah Sakit 
internasional, harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai hak pasien 
dalam praktik kedokteran, proses pengawasan terhadap Rumah Sakit Omni 
Internasional sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tangerang, dan visi misi Rumah Sakit Omni Internasional yang 
mendorong perlindungan hak pasien. 
6. Teknik Analisis Data 
Pada penulisan hukum ini, permasalahan hukum dianalisis dengan metode 
silogisme dan interpretasi. Metode silogisme yang digunakan adalah silogisme 
deduksi yang dapat diterangkan sebagai berikut: 
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Untuk yang pertama sebagai premis mayor yaitu peraturan perundang-
undangan dan teori hukum. Peraturan perundang-undangan meliputi yaitu Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/lI/2004 tentang Sistem Kesehatan 
Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang 
Persetujuan Tindakan Medik, Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 
512/Menkes/PER/lV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 
Adapun teori hukum meliputi yaitu teori sistem hukum dari Friedman, teori 
principles of legality  dari Fuller, teori yang dikemukakan oleh Ten Berge, teori 
validitas dari Hans Kelsen, teori tipe birokrasi ideal dari Max Weber, dan teori 
budaya organisasi dari Bennis dan Edgar Schein. 
Untuk yang kedua sebagai premis minor adalah: 
a. Perlindungan hak Prita Mulyasari sebagai hak pasien yang diberikan oleh Rumah 
Sakit Omni Internasional. 
b. Harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai hak pasien dalam 
praktek kedokteran. 
c. Prosedur pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terhadap Rumah 
Sakit Omni Internasional sebagai penyelanggara pelayanan kesehatan sudah 
efisien atau belum; 
d. Visi dan misi Rumah Sakit Omni Internasional sudah  mendorong hak pasien atau 
belum. 
Dan yang terakhir konklusi berupa simpulan atau jawaban masalah 
mengenai ada tidaknya perlindungan hak pasien dalam praktek kedokteran yang 
diperoleh dari hubungan antara premis minor dengan premis mayor  
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Selama proses mencari simpulan atau jawaban masalah dalam hubungan 
antara premis minor dengan premis mayor digunakan interpretasi. Interpretasi yang 
dimaksud antara lain: 
a. Interpretasi bahasa (gramatikal), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah 
atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna 
ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau 
dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari (Sudikno 
Mertokusumo, 2004:57). 
b. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan 
dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain 
dengan keseluruhan sistem hukum (Sudikno Mertokusumo, 2004:59) 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Dalam penulisan hukum (skripsi) terdapat suatu sistematika tertentu. Penulisan 
hukum ini terbagi dalam empat bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain 
saling berhubungan. Untuk setiap bab akan dibagi lagi menjadi sub bab yang membahas 
satu pokok bahasan tertentu. 
Penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah mengenai 
hak pasien yang dilanggar, perumusan masalah yang menyebutkan ada 
empat permasalahan, tujuan penelitian bertujuan obyektif dan 
subyektif, manfaat penelitian baik teoritis maupun pratis, metode 
penelitian mengenai jenis, sifat, pendekatan penelitian, jenis data, 
teknis pengumpulan data maupun teknis analisis data, dan sistematika 
penelitian.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka berisi tentang kerangka teoritis tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti meliputi : teori 
sistem hukum Friedman yang menyebutkan ada enam kriteria, teori 
hukum mengenai fungsionalisasi peraturan perundang-undangan 
menurut Fuller yang menyebutkan delapan principles of legality, 
menurut Ten Berge, dan Hans Kelsen dengan prinsip validitas, 
kemudian tipe birokrasi yang baik mengenai pengawasan terhadap 
penyelenggara pelayanan kesehatan oleh Max Weber, budaya hukum 
dan kerangka pemikiran.   
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian dan pembahasan hak Prita Mulyasari sebagai 
pasien yang diberikan oleh Rumah Sakit Omni Internasional yaitu hak 
pasien atas informasi tindakan medis dan hak atas pengaduan 
pendapat dan keluhan, harmonisasi peraturan perundang-undangan 
dalam melindungi hak pasien dalam praktik kedokteran antara 
ketentuan yang diatur dan sanksinya, prosedur pengawasan pelayanan 
kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, visi misi Rumah Sakit 
Omni Internasional. 
BAB IV : PENUTUP 
Penutup berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil 
penelitian dan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang 
terkait 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 
1. Teori Sistem Hukum Friedman 
Pemahaman yang umum mengenai sistem menurut Shrode dan Voich 
yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa suatu sistem adalah 
“suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang 
berhubungan satu sama lain”. Pemahaman yang demikian itu hanya 
menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi 
mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian bagian tersebut bekerja 
bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. 
Apabila suatu sistem tersebut ditempatkan pada pusat pengamatan yang 
demikian itu maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung didalamnya 
adalah sebagai berikut :  
a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan. 
b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya 
(Wholism). 
c. Suatu sistem berinteraksi dengan yang lebih besar, yaitu lingkungannya 
(Keterbukaan sistem).  
d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang 
berharga (Transformasi). 
e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (Keterhubungan). 
f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (Mekanisme kontrol) 
(Satjipto Rahardjo, 2000: 48-49). 
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Hukum merupakan suatu sistem, artinya hukum itu merupakan suatu 
keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian (sub sistem) dan antara bagian-
bagian itu saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. 
Bagian atau sub sistem dari hukum itu terdiri dari :  
a. Struktur Hukum, yang merupakan lembaga-lembaga hukum seperti 
Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan, dan lain-lain; 
b. Substansi Hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan 
Daerah;  
c. Budaya Hukum, yang merupakan gagasan. sikap, kepercayaan, 
pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada 
nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan (Soerjono 
Soekanto, 1984: 3). 
Ketiga sub sistem tersebut di atas dalam berjalan harus secara 
bersama-sama dan seimbang tidak boleh ada yang terpisahkan antara sub 
sistem yang satu dengan sub sistem yang lainnya. Ketiga sub sistem tersebut 
merupakan suatu kesatuan yang saling berkait dan saling menopang sehingga 
pada akhirnya mengarah kepada tujuan (hukum) yaitu ketertiban. 
Bilamana ketiga komponen hukum tersebut bersinergi secara positif, 
maka akan mewujudkan tatanan sistem hukum yang ideal seperti yang 
diinginkan. Dalam hal ini, hukum tersebut efektif mewujudkan “tujuan 
hukum” (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum). Sebaliknya. bila ketiga 
komponen hukum bersinergi negatif maka akan melahirkan tatanan sistem 
hukum yang semrawut dan tidak efektif mewujudkan tujuan hukum. Sehingga 
inti dari tujuan hukum dapat terpenuhi. 
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Hukum, kaidah/norma, perundang-undangan (substansi hukum) yang 
merupakan komponen dari sistem hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk 
melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan 
manusia dan mempunyai kekuatan untuk memaksa dan memberikan sanksi 
apabila ada yang melanggarnya. Upaya yang semestinya dilakukan guna 
melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara 
layak. Pelaksanaan hukum itu sendiri dapat berlangsung secara damai, normal 
tetapi dapat terjadi pula pemaksaan karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini 
hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan 
dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan. 
 
2. Teori Hukum Mengenai Fungsionalisasi Peraturan Perundang-undangan 
a. Teori Fuller 
Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada 
suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran 
tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakan principles of 
legality, yaitu: 
1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang 
dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar 
keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 
2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 
3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila 
yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk 
menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara 
berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk 
berlaku bagi waktu yang akan datang. 
4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa 
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dimengerti. 
5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 
bertentangan satu sama lain. 
6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi 
apa yang dapat dilakukan. 
7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga 
menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 
8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari. (Satjipto Rahardjo, 2000: 51-52) 
Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang 
diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya 
suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap 
sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan 
untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan 
sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut 
sebagai sistem hukum sama sekali. 
Prinsip kelima yang berbunyi “Suatu sistem tidak boleh 
mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain” 
paralel atau ekuivalen dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan 
adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis 
tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis 
cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: 
1) Vertikal 
Apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau 
dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. 
2) Horizontal 
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Ditinjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya 
sederajat dan yang mengatur bidang yang sama. (Bambang Sunggono. 
2006: 94) 
Peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri 
tanpa ikatan itu, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih 
umum sifatnya, yang mengutarakan suatu tuntutan etis. Oleh Paul Schoten 
dikatakan, bahwa asas hukum positif tetapi sekaligus ia melampaui hukum 
positif dengan cara menunjuk kepada suatu penilaian etis (Paul Scholten). 
Bagaimana asas hukum bisa memberikan penilaian etis terhadap hukum 
positif apabila ia tidak sekaligus berada di luar hukum tersebut. 
Keberadaan di luar hukum positif ini adalah untuk menunjukkan, betapa 
asas hukum itu mengandung nilai etis yang self evident bagi yang 
mempunyai hukum positif itu. 
Karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum itu. maka hukum pun 
merupakan satu sistem. Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-
sendiri itu lalu terikat dalam satu susunan kesatuan disebabkan karena 
mereka itu bersumber pada satu induk penilaian etis tertentu. Teori 
Stufenbau dari Hans Kelsen dengan jelas sekali menunjukkan keadaan 
yang demikian itu. Kelsen mengatakan, bahwa agar ilmu hukum itu benar-
benar memenuhi persyaratan suatu ilmu, maka ia harus mempunyai objek 
yang bisa ditelaah secara empirik dan dengan menggunakan analisis yang 
logis rasional. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka tidak lain 
kecuali menjadikan hukum positif sebagai objek studi. Yang dimaksud 
dengan hukum positif disini adalah tatanan hukum mulai dari hukum dasar 
sampai kepada peraturan-peraturan yang paling konkrit atau individual. 
Namun demikian, Kelsen juga mengatakan, bahwa semua peraturan yang 
merupakan bagian dari tatanan tersebut masih bersumber pada tata nilai 
dasar yang mengandung penilaian-penilaian etis. Semua peraturan yang 
ada harus bisa dikembangkan kepada nilai-nilai tersebut. Oleh karena 
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Kelsen secara konsekuen menghendaki agar objek hukum itu bersifat 
empiris dan bisa dijelaskan secara logis, maka sumber tersebut 
diletakkannya di luar kajian hukum atau bersifat transeden terhadap 
hukum positif. Kajiannya bersifat metajuridis. Justru dengan adanya grund 
norm inilah semua peraturan hukum itu merupakan satu susunan kesatuan 
dan dengan demikian pula ia merupakan satu sistem. 
Beberapa alasan lain untuk mempertanggungjawabkan, bahwa 
hukum itu merupakan satu sistem adalah sebagai berikut. Pertama, suatu 
sistem hukum itu bisa disebut demikian karena ia bukan sekedar 
merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Kaitan yang 
mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian itu 
adalah : masalah keabsahannya. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai 
sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama, 
seperti peraturan hukum, yurisprudensi. dan kebiasaan. Sumber-sumber 
yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti 
pengadilan dan pembuat undang-undang. Ikatan sistem itu tercipta pula 
melalui praktek penerapan peraturan-peraturan hukum itu. Praktek ini 
menjamin terciptanya susunan kesatuan dari peraturan-peraturan tersebut 
dalam dimensi waktu. Sarana-sarana yang dipakai untuk menjalankan 
praktek itu, seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam 
menyebabkan terciptanya ikatan sistem tersebut. 
 
 
b. Teori J.B.J.M. Ten Berge 
Ten Berge menyebutkan mengenai beberapa aspek yang harus 
diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu 
sebagai berikut  : 
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1) Een regel moet zo weinig mogelijk ruimte laten voor 
interpretatiegeschillen; 
2) Uitzonderingsbepalingen moeten tot een warden beperkt; 
3) Regels moeten zo veel mogelijk zijn gericht op zichtbare dan wel 
objectiefconstateerbarefeiten: 
4) Regels moeten werkbaar zijn voor degenentot wie de regels zijn 
gericht en voor de personen die met handhaving zijn helast. (Ridwan 
H.R., 2006: 310) 
Terjemahannya : 
1) Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi 
perbedaan interpretasi; 
2) Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal; 
3) Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang 
secara objektif dapat ditentukan; 
4) Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena 
peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan 
(hukum). 
Teori yang dikemukakan J.B.J.M. Ten Berge pada huruf a tersebut 
diatas paralel atau ekuivalen dengan prinsip keempat dari Prinsip-Prinsip 
Legalitas (Principles Of Legality] teori Fuller yaitu, “Peraturan-peraturan 
harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti”. Keparalelan dari 
teori tersebut terletak pada bagaimana suatu peraturan hukum dapat 
menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. 
Berkaitan dengan hal di atas, Satjipto Rahardjo mengemukakan 
bahwa suatu peraturan hukum merupakan pembadanan dari norma hukum. 
Peraturan hukum menggunakan berbagai unsur atau kategori sarana untuk 
menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. 
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Unsur-unsur peraturan hukum tersebut meliputi; Pengertian Hukum atau 
Konsep Hukum, Standar Hukum, dan Asas Hukum (Satjipto Rahardjo, 
2000: 41). 
Peraturan hukum menggunakan pengertian-pengertian atau konsep-
konsep untuk menyampaikan kehendaknya. Pengertian-pengertian tersebut 
merupakan abstraksi dari barang-barang yang pada dasarnya bersifat 
konkrit dan individual, ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari dan 
ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai suatu pengertian teknik 
(Satjipto Rahardjo, 2000: 42-43). 
Pengertian hukum mempunyai isi dan batas-batas yang jelas serta 
dirumuskan secara pasti. Dalam hal pengertian hukum memiliki kadar 
kepastian yang relatif kurang, maka pengisiannya untuk menjadi pasti 
diserahkan kepada praktek penafsiran, terutama oleh pengadilan. 
Pengertian hukum yang mempunyai kadar kepastian yang kurang itu 
disebut sebagai Standar Hukum. Menurut Paton standar tersebut 
merupakan suatu sarana bagi hukum untuk berkembang sesuai dengan 
perkembangan masyarakatnya (Satjipto Rahardjo, 2000: 43-45). 
Unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum adalah Asas 
Hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 
suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu 
pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum 
bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa 
mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, karena hal inilah yang 
memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum 
(Satjipto Rahardjo, 2000: 45-47). 
c. Teori Hans Kelsen (Prinsip Validitas) 
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Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa 
orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum, 
bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum (Hans 
Kelsen, 2007: 47). Norma hukum satuan tetap valid selama norma tersebut 
merupakan bagian dari suatu tata hukum yang valid. Jika konstitusi yang 
pertama ini valid, maka semua norma yang telah dibentuk menurut cara 
yang konstitusional adalah valid juga. 
Untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan mengenai 
kesehatan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak pasien 
digunakan indikator validitas kewajiban hukum dan sanksi. Konsep 
kewajiban merupakan suatu konsep khusus dari lapangan moral yang 
menunjuk kepada norma moral dalam hubungannya dengan individu 
terhadap siapa tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma 
tersebut, konsep ini pun tidak lain kecuali sebagai pasangan dari konsep 
norma hukum (Hans Kelsen, 2007: 72). Kewajiban hukum semata-mata 
merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang 
terhadap perbuatannya sanksi dilekatkan di dalam norma hukum tersebut 
(Hans Kelsen, 2007: 73). Sedangkan sanksi diberikan oleh tata hukum 
dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap 
dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki 
karakter sebagai tindakan memaksa (Hans Kelsen, 2007: 61). 
Hierarki atau tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman 
dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan adalah sebagai berikut : 
1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 
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yang dimaksud Undang-Undang disini adalah sebagaimana yang 
dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam 
hal ikhwal kegentingan yang memaksa; 
3) Peraturan Pemerintah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal I angka 5 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yakni Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya; 
4) Peraturan Presiden, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 
Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004, yakni Peraturan Perundang-
undangan yang dibuat Presiden; 
5) Peraturan Daerah. sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yakni Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, meliputi : 
a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah 
Provinsi bersama dengan Gubernur; 
b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan 
Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota; 
c) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan 
Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau 
nama lainnya. 
Hal yang menjadi dasar hierarki tersebut adalah adanya asas yang 
menyatakan bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah dari pada 
kedudukan suatu peraturan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
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yang memiliki kedudukan diatasnya, di mana Perundang-undangan suatu 
negara adalah merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki, 
membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan di dalamnya. Jika 
pertentangan antar peraturan perundang-undangan tersebut terjadi, maka 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan 
peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 
kedudukannya. Ini merupakan asas yang dikenal dengan adagium yang 
berbunyi Lex Superior Derogat Legi Inferiori. 
 
 
3. Tipe Birokrasi Ideal Dari Max Weber 
Tipe Ideal weber merupakan upaya untuk lari dari pendekatan individu 
ke pendekatan yang menekanakan pada level kelompok atau organisasi. Tipe 
ideal merupakan konstruksi analitik. Weber mencoba menunjukkan 3 macam 
tipe ideal, yang dibedakan lewat level abstraksinya:  
a. Tipe ideal yang berakar pada nilai dan historis yang khas yang merfer pada 
lingkungan budaya tertentu, seperti kaptalisme modern. 
b. Tipe ideal yang mencakup elemen abstrak atas realitas sosial, seperti 
birokrasi atau feodalisme yang ditemukan dalam berbagai model historis 
dan kontek kulturnya. 
c. Tipe ideal yang dikatakan oleh Raymond Aron sebagai “rekonstruksi 
rasional atas perilaku tertentu”. Hal ini merefer pada cara manusia 
berperilaku yang didorong oleh motif tertentu seperti motif ekonomi. (Iwi, 
http://iwibanget.blog.friendster.com). 
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Berangkat dari abstraksi tipe ideal tersebutlah, kemudian Weber 
memberikan Argumen mengenai tipe ideal birokrasi. Komponen tipe ideal 
birokrasi antara lain :  
a. Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus menerus diatur menurut 
peraturan.  
b. Suatu bidang keahlian tertentu , yang meliputi : 
1) Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai 
bagian dari pembagian pekerjaan sistematis, 
2) Ketetapan mengenai otoritas yang perlu dimiliki seseorang yang 
menduduki suatu jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, 
3) Bahwa alat paksaan yang perlu secara jelas dibatasi serta penggunaannya 
tunduk pada kondisi-kondisi terbatas itu. 
c. Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hierarki; artinya pegawai 
rendahan berada di bawah pengawasan dan mendapat supervisi dari 
seorang yang lebih tinggi.  
d. Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seorang pegawai dapat 
merupakan peraturan atau norma yang bersifat teknis. Kalau penerapannya 
seluruhnya bersifat rasional, maka (latihan) spesialisasi diharuskan.  
e. Dalam tipe rasional hal itu merupakan masalah prinsip bahwa para 
anggota staf administratif harus sepenuhnya terpisah dari pemilikan alat-
alat produksi atau administrasi. 
f. Dalam hal tipe rasional itu, biasanya terjadi bahwa sama sekali tidak ada 
pemberian posisi kepegawainya oleh seseorang yang sedang menduduki 
suatu jabatan.  
g. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan 
administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis. (Iwi, 
http://iwibanget.blog.friendster.com). 
Menurut weber tipe organisasi administratif yang murni birokratis, dan 
dari titik pandangan yang murni teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi 
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yang paling tinggi dan dalam pengertian ini secara resmi merupakan alat yang 
dikenal sebagai pilihan rasional. Salah satu alasan pokok mengapa bentuk 
organisasi birokratis itu memiliki efisiensi adalah karena organisasi itu 
memiliki cara yang secara sistematis menghubungkan kepentingan individu 
dan tenaga pendorong dengan pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. Tipe ideal 
birokrasi yang dikembangkan Weber, seiring dengan perkembangan 
modernisasi masyarakat. Dari perubahan masyarakat yang tradisional menjadi 
masyarakat modern, menjadikan masyarakat memerlukan organisasi yang 
dapat menggantikan tipe-tipe organisasi lama. Dimana organisasi lama dirasa 
kurang menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga birokrasi sebagai 
organisasi yang modern dan rasional kiranya sangat efisien untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Organisasi birokratis kemudian sebagai sarana untuk 
mengkoordinasikan pemerintah (Iwi, http://iwibanget.blog.friendster.com). 
Efisiensi merupakan hal yang secara normatif harus dilaksanakan oleh 
organisasi manapun. Dari sisi normatifnya efisiensi adalah sesuatu yang 
mudah diucapkan oleh siapapun tapi tidak mudah untuk dilaksanakan dan 
tentu bukannya merupakan sesuatu yang bebas kendala. Ini menarik untuk 
dikaji secara lebih mendalam, berbagai keterbatasan, tantangan dan persoalan 
tersebut secara berbeda dan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. 
Pengertian birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis. 
Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi. 
Konotasi atau anggapan negatif terhadap birokrasi sebenarnya tidak 
mencerminkan birokrasi dalam sosoknya yang utuh. Birokrasi adalah salah 
satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis, 
di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat. karena 
melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat 
bercorak ragam. 
xxxix 
 
Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan 
birokrasi, yakni: pendekatan struktural, pendekatan behavioral (perilaku) dan 
pendekatan pencapaian tujuan. Apa yang telah dikerjakan oleh Max Weber 
adalah melakukan konseptualisasi sejarah dan menyajikan teori-teori umum 
dalam bidang sosiologi. Diantaranya yang paling menonjol adalah teorinya 
mengenai birokrasi. Cacat-cacat yang seringkali diungkapkan sebenarnya 
lebih tepat dicerna sebagai disfungsi birokrasi. Dan lebih jauh lagi, birokrasi 
itu sendiri merupakan kebutuhan pokok peradaban modern (Coridor Anak 
Tangg, http://kerajaan-semut.blogspot.com). Masyarakat modern 
membutuhkan satu bentuk organisasi birokratik. Pembahasan mengenai 
birokrasi mempunyai kemiripan dengan apa yang diamati oleh teori organisasi 
klasik. 
Dalam membahas mengenai otorita, Weber mengajukan 3 tipe ideal 
yang terdiri dari : 
a. Otorita Tradisional 
Otorita tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan di mana 
legimitasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan.  
b. Kharismatik 
Otorita kharismatik menunjukkan legimitasi yang didasarkan atas sifat-
sifat pribadi yang luar biasa. 
c. Legal Rasional 
Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan didasarkan atas 
legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi. 
Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui 
adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hirarkis dan sulit 
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menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di 
negara-negara sedang berkembang. Tipologi yang diajukan oleh Weber, 
selanjutnya dikembangkan oleh para sarjana lain, seperti oleh Fritz Morztein 
Marx, Eugene Litwak dan Textor dan Banks. 
Karakteristik Birokrasi, antara lain : 
a Menurut Dennis H. Wrong ciri struktural utama dari birokrasi adalah: 
pembagian tugas, hirarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci 
dan hubungan impersonal di antara para pekerja (Coridor Anak Tangg, 
http://kerajaan-semut.blogspot.com). 
b Menurut Max Weber terdiri dari: terdapat prinsip dan yurisdiksi yang 
resmi, terdapat prinsip hirarki dan tingkat otorita, manajemen berdasarkan 
dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap 
kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenai 
manajemen. Ada dua pandangan dalam merumuskan birokrasi : 
1) Memandang birokrasi sebagai alat atau mekanisme. 
2) Memandang birokrasi sebagai instrumen kekuasaan (Coridor Anak 
Tangg, http://kerajaan-semut.blogspot.com). 
Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk 
mengembangkan organisasi birokratik. Pentingnya birokrasi, yaitu : 
a. Teori yang lama memandang birokrasi sebagai instrumen politik. Tetapi 
dalam perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak, dengan 
menyatakan pentingnya peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau 
proses kebijakan publik. 
b. Menurut Robert Presthus, pentingnya birokrasi diungkapkan dalam 
peranannya sebagai “delegated legislation”. “initialing policy” dan 
“internal drive for power, security and loyalty”. 
c. Dalam membahas birokrasi ada tiga pertanyaan pokok yang harus 
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diperhatikan, yaitu : 
1) Bagaimana para birokrat dipilih, 
2) Apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan 
3) Bagaimana para birokrat diperintah. (Coridor Anak Tangg, 
http://kerajaan-semut.blogspot.com). 
Dalam hubungannya dengan pertanyaan kedua, hal pertama yang perlu 
disadari adalah ada perbedaan antara proses pembuatan keputusan yang aktual 
dengan yang formal. Dalam kenyataan birokrat merupakan bagian dari para 
pembuat keputusan. Sehingga pada akhirnya semua birokrasi berpuncak pada 
para pembuat keputusan. 
Pentingnya peranan birokrasi amat menonjol dalam negara-negara 
sedang berkembang di mana mereka semuanya telah memberikan prioritas 
kegiatannya pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Dan 
penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar birokrasi yang menunjang pada 
pembangunan. 
Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal : 
a. Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional. 
b. Terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki. 
c. Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi. 
d. Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi (Coridor Anak Tangg, 
http://kerajaan-semut.blogspot.com). 
Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak 
berarti bahwa birokrasi adalah satu bentuk organisasi yang negatif. Usaha 
untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori 
birokrasi sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunakan adalah bahwa 
birokrat di pengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia 
berasal. Pada gilirannya aktivitas administrasi diorientasikan pada kepentingan 
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kelompok sosialnya. Sementara itu, kontrol internal tidak dapat dijalankan. 
Sehingga dengan birokrasi sistem perwakilan diharapkan dapat diterapkan 
mekanisme kontrol internal. Teori birokrasi sistem perwakilan secara 
konseptual amat menarik. tetapi tidak mungkin untuk diterapkan. Karena teori 
ini tidak realistik. tidak jelas kriteria keperwakilan, emosional dan 
mengabaikan peranan pendidikan. (adhy,http://adhy.blogspot.com). 
4. Budaya Hukum 
Budaya Hukum merupakan sub sistem hukum yang berpengaruh 
terhadap sub sistem lainnya. Inti Budaya hukum adalah gagasan. sikap. 
pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang bersumber dari 
nilai-nilai yang dianut masyarakat. Supaya operasional nilai-nilai hukum 
sebagai suatu konsepsi yang abstrak dalam pelaksanaannya harus dijabarkan 
ke dalam asas dan harus diwujudkan ke dalam norma hukum yang merupakan 
batasan, patokan atau pedoman bagi warga masyarakat untuk 
berperilaku/bersikap. Keragaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia 
mengakibatkan keragaman budaya hukum yang dianut oleh masing-masing 
kelompok masyarakat yang bersangkutan. Sehingga timbul beberapa gejala 
negatif antara lain adanya kecenderungan kuat suatu kelompok atau golongan 
profesi tertentu melindungi anggota kelompok atau golongannya apabila yang 
bersangkutan melakukan pelanggaran hukum, yang pada akhirnya 
mengakibatkan tidak efektifnya hukum. 
Hukum sebagai institusi sosial melibatkan pula peranan dari orang-
orang yang tersangkut di dalamnya, khususnya sebagai rakyat biasa yang 
menjadi sasaran pengadministrasian hukum. Keikutsertaan orang-orang ini 
misalnya terlihat pada hubungan antara bekerjanya sub sistem budaya dalam 
masyarakat dengan institusi hukumnya. Yang mengatakan, bahwa agar hukum 
bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai sarana pengintegrasi, 
maka rakyat pun harus tergerak untuk menyerahkan sengketanya kepada 
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pengadilan. Dengan sikap tersebut maka hukum pun akan benar-benar 
menjadi sarana pengintegrasi. Sedangkan sebaliknya, manakala rakyat tidak 
atau kurang tergerak untuk memakai jasa pengadilan, keadaan yang demikian 
ini memberi isyarat, bahwa rakyat lebih mempercayakan penyelesaian 
sengketanya kepada institusi atau badan-badan di luar pengadilan yang resmi 
itu. Proses yang demikian ini memang bukannya tidak mungkin, terutama 
apabila kita mencoba untuk menyelesaikannya secara anthropologis. Bahwa 
pengadilan yang resmi itu sebetulnya hanyalah salah satu saja dari sekian 
kemungkinan dalam perjalanan eksperimentasi suatu bangsa mengenai 
penyelesaian sengketanya. 
Budaya Hukum yang merupakan salah satu unsur dari sistem hukum 
yang membicarakan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas. dapat dilihat 
bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan 
substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah 
pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut 
ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana 
pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu 
berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang 
dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan 
serta hubungan-hubungan hukum. 
Menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, 
disamping struktur dan substansi tersebut masih ada satu unsur lagi yang 
penting dalam sistem hukum. yaitu unsur : tuntutan atau permintaan. (Satjipto 
Rahardjo, 2000: 154) 
Karena mengalami kesulitan dalam mencari istilah yang tepat untuk 
unsur tersebut, Friedman lain memilih istilah kultur hukum/budaya hukum. 
Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti 
pengadilan. 
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Budaya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan 
manusia yang bertujuan untuk menentukan perilaku. Atau dapat dikatakan 
bahwa budaya berfungsi sebagai sistem perilaku. 
Budaya hukum sangat mempengaruhi efektifitas berlaku dan 
keberhasilan penegakan hukum. Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai 
sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Kegagalan hukum modern seringkali 
karena tidak compatible dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum 
dapat dibedakan menjadi : 
a Internal Legal Culture : kultur yang dimiliki oleh struktur hukum. 
b External Legal Culture : kultur hukum masyarakat pada umumnya. 
Budaya hukum dapat dibedakan pula menjadi : 
a Budaya Hukum Prosedural : Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam 
menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik. 
b Budaya Hukum Substantif : Asumsi-asumsi fundamental terutama 
mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. 
Menurut Bennis, ada tiga tingkatan unsur budaya organisasi. Pertama, 
artifacts (suatu yang dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu. 
Artifacts dapat langsung dilihat dari struktur sebuah organisasi dan proses 
yang dilakukan di dalamnya. Artifacts merupakan hal yang paling mudah 
dilihat dan ditangkap saat kita memasuki sebuah organisasi karena 
berhubungan erat dengan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan saat 
berada di dalamya. 
Kedua adalah (nilai-nilai yang didukung oleh perusahaan) yang 
mencakup strategi, tujuan, dan filosofi dasar yang dimiliki oleh organisasi. 
Nilai-nilai ini dapat dipahami jika kita sudah mulai menyalami perusahaan 
tersebut dengan tinggal lebih lama dengannya. Unsur budaya organisasi jenis 
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ini biasanya dinyatakan secara tertulis dan menjadi aturan bagi setiap gerak 
dan langkah anggota organisasi. Pernyataan tertulis disusun berdasarkan 
kesepakatan bersama dan seiring sangat dipengaruhi oleh cita-cita, tujuan, dan 
persepsi yang dimiliki oleh pendiri organisasi (founding fathers). 
Ketiga, asumsi-asumsi tersirat yang dipegang bersama (shared tacit 
assumptions) dan menjadi dasar pijakan (basic underlying assumptions). 
Asumsi-asumsi tersirat ini dapat kita jumpai dengan menelusuri sejarah 
organisasinya. Nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi-asumsi yang dipegang oleh 
para pendiri dianggap penting bagi kesuksesan organisasi. Demikian pula hal-
hal yang bersifat sesuatu yang sudah dianggap normal atau sudah menjadi 
kebiasaan atau menerima apa adanya yang dipegang bersama oleh seluruh 
anggota organisasi. (Fitri Yulianti, http://one.indoskripsi.com) Menurut 
Schein, sebagaimana diadopsi oleh Brown, ada lima jika kita berbicara tentang 
asumsi-asumsi dasar dalam konteks budaya organisasi ada lima hubungan, 
antara lain hubungan manusia dengan lingkungan, hakikat kenyataan dan 
kebenaran, sifat dasar manusia, hakikat aktifitas manusia, dan hakikat 
hubungan antar manusia (Fitri Yulianti, http://one.indoskripsi.com). 
B. Kerangka Pemikiran 
Permasalahan perlindungan hukum terhadap hak pasien dapat 
dianalisis dengan pendekatan sistem hukum, yaitu sistem hukum kesehatan. 
Pengertian sistem menurut Shrode dan Voich yang dikutip oleh Satjipto 
Rahardjo, adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari 
bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian 
tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari 
kesatuan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000: 48). Dapat disimpulkan bahwa 
sistem hukum kesehatan adalah suatu kesatuan hukum kesehatan anak yang 
bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan 
satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk 
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mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut, yaitu terwujudnya perlindungan 
hukum bagi hak pasien yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Untuk menguraikan sistem hukum perlindungan kesehatan 
dipergunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang 
mengemukakan bahwa sistem hukum itu terdiri dari materi/substansi hukum, 
struktur hukum. dan budaya hukum. Jadi, sistem hukum kesehatan terdiri dari 
substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum perlindungan hak pasien 
(Idham, 2004: 33). 
Subtansi hukum kesehatan merupakan peraturan-peraturan yang 
dipakai oleh para pelaku hukum (pasien, dokter atau tenaga medis, dan rumah 
sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan) pada waktu melakukan 
perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum dengan peserta 
perlindungan hukum hak pasien. Pada waktu para pelaku hukum 
melaksanakan perlindungan hukum hak pasien, maka pada waktu itu juga para 
pelaku hukum mendasarkan hubungannya kepada peraturan-peraturan di 
bidang perlindungan hukum hak pasien, dan peraturan inilah yang disebut 
substansi hukum perlindungan hukum hak pasien. 
Struktur hukum perlindungan hukum hak pasien merupakan pola yang 
memperlihatkan tentang bagaimana hukum perlindungan hak pasien tersebut 
dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formil oleh para pelaku hukum. 
Struktur hukum ini memperlihatkan bagaimana proses hukum dan perbuatan 
hukum itu berjalan dan dijalankan menurut peraturan yang berlaku. 
Budaya hukum perlindungan hukum hak pasien merupakan pikiran 
sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum perlindungan 
hak pasien digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dalam budaya hukum 
perlindungan hak pasien ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu budaya hukum 
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pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hak pasien. yaitu dalam 
hal ini visi dan misi Rumah Sakit Omni Internasional. Visi dan misi ini sangat 
menentukan lancar tidaknya dan mendorong atau tidak pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap hak pasien. 
Dengan adanya bagian dari sistem hukum perlindungan hak pasien, 
yaitu substansi hukum. struktur hukum, dan budaya hukum perlindungan hak 
pasien, maka pelaksanaan perlindungan hukum hak pasien secara swadaya 
dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga bertujuan untuk mengetahui harmonisasi 
antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya 
mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam praktik 
kedokteran dan sekaligus untuk mengetahui ada-tidaknya perlindungan hukum 
bagi hak pasien. Agar tujuan pokok tersebut dapat tercapai, maka semua 
bagian dari sistem hukum kesehatan tersebut harus saling bekerja bersama 
secara aktif. 
Berdasarkan uraian diatas, skema dari kerangka pemikiran tersebut 
adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
xlviii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTUR 
HUKUM 
 
Kegiatan 
Pengawasan Hak Pasien 
Ada/Tidak 
harmonisasi aturan 
mengenai pengaturan 
hak pasien 
Ada/Tidak 
prosedur yang efisien 
Ada/Tidak Visi dan Misi 
Rumah Sakit Omni 
Internasional yang 
mendorong  perlindungan 
Hak Pasien 
SISTEM HUKUM 
KESEHATAN 
SUBSTANSI HUKUM 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 
Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran 
 
Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan 
 
Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 
 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 131/Menkes/SK/lI/2004 
tentang Sistem Kesehatan Nasional 
 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 
228/Menkes/MENKES/SK/III/2002 
tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Pelayanan Minimal 
BUDAYA HUKUM 
 
Visi dan misi Rumah 
sakit Omni Internasional. 
ADA/TIDAK ADA 
PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI HAK 
PASIEN 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
A. Hak Prita Mulyasari sebagai pasien 
 
Penulis memperoleh data yang berasal dari kedua belah pihak yaitu pihak 
Prita Mulyasari sebagai pasien dan Rumah Sakit Omni Internasional sebagai 
penyelenggara pelayanan kesehatan, dimana data yang diperoleh dikaji untuk 
menemukan fakta hukum. Data diperoleh melalui website di internet, dengan 
menelusuri kejadian yang ada di Rumah Sakit Omni Internasional yang berkaitan 
dengan pasien Prita Mulyasari. Ada tiga macam sumber data yang diperoleh untuk 
mengkaji permasalahan yaitu mengenai apakah hak Prita Mulyasari sebagai 
pasien sudah diberikan oleh Rumah Sakit Omni International sebagai 
penyelenggara pelayanan kesehatan, Data-data tersebut antara lain : 
1. Data yang diberikan oleh Prita Mulyasari yang berkedudukan sebagai pasien. 
Data tersebut diberikan oleh Prita Mulyasari sendiri secara tidak langsung 
melalui media internet yaitu menulis pada website. 
2. Data yang diberikan oleh Rumah Sakit Omni Internasional. Data yang 
diperoleh adalah mengenai keterangan dari pihak Rumah Sakit Omni 
Internasional berkaitan dengan kasus Prita Mulyasari yang berkedudukan 
sebagai pasiennya. 
3. Data lain yang ada pada media massa yang memuat berita tentang kasus 
kejadian Prita Mulyasari. 
 Data yang pertama yaitu keterangan yang diberikan oleh Prita Mulyasari 
sebagai pasien. Berikut adalah pernyataan yang dipaparkan oleh Prita Mulyasari 
yang dikirim melalui e-mail mengenai kronologis kejadian yang terjadi di Rumah 
Sakit Omni Internasional di website http://suarapembaca.detik.com pada Sabtu, 
30/08/2008 11:17 WIB. Kejadian yang pertama yaitu pada tanggal 7 Agustus 
2008 jam 20.30 WIB. Pasien Prita Mulyasari dengan kondisi panas tinggi dan 
pusing kepala datang ke RS Omni Internasional dengan kepercayaan bahwa RS 
tersebut berstandard International, yang tentunya pasti mempunyai ahli 
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kedokteran dan manajemen yang bagus. Pasien Prita Mulyasari diminta ke UGD 
dan mulai diperiksa suhu badan dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan 
pemeriksaan darah dan hasilnya adalah thrombosit pasien Prita Mulyasari 27.000 
apabila dalam kondisi normalnya adalah 200.000. Setelah Pasien Prita Mulyasari 
diinformasikan dan ditangani oleh dr Indah (umum) kemudian dinyatakan bahwa 
pasien Prita Mulyasari wajib rawat inap. Setelah itu dr Indah melakukan 
pemeriksaan lab ulang dengan sample darah pasien Prita Mulyasari yang sama 
dan hasilnya dinyatakan masih sama yaitu thrombosit 27.000. dr Indah 
menanyakan dokter spesialis mana yang akan digunakan oleh pasien Prita 
Mulyasari.  
Ketidaktahuan pasien Prita Mulyasari tentang Rumah Sakit Omni 
Internasional, lalu meminta referensi dari dr Indah, yang kemudian direferensikan 
dr Indah adalah dr Henky. Setelah mendapati dr Henky kemudian dr Henky 
memeriksa kondisi pasien Prita Mulyasari dan karena posisi Prita Mulyasari 
sebagai pasien yang mempunyai hak untuk menanyakan kepada dokter mengenai 
penyakitnya kemudian pasien Prita Mulyasari menanyakan sakitnya apa dan 
dijelaskan bahwa ia positif demam berdarah. 
Mulai malam itu pasien Prita Mulyasari diinfus dan diberi suntikan tanpa 
penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Pada 
tanggal 8 Agustus 2008, dr Henky memeriksa saya dan menginformasikan bahwa 
ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000. Pasien Prita Mulyasari 
merasa kaget bahwa ada hasil laboratorium yang bisa direvisi. Akan tetapi dr 
Henky terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai 
macam suntikan yang pasien Prita Mulyasari tidak tahu dan tanpa izin pasien atau 
keluarga pasien.  
Mulai Jumat tanggal 8 Agustus 2008 tersebut pasien Prita Mulyasari 
menurut keterangannya diberikan berbagai macam suntikan yang setiap suntik 
tidak ada keterangan apa pun dari suster perawat, dan setiap pasien Prita 
Mulyasari meminta keterangan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. 
Akibat yang ditimbulkan dari infus yang diberikan dan tidak diberikannya 
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keterangan secara jelas adalah tangan kiri pasien Prita Mulyasari mulai 
membengkak. Kemudian pasien Prita Mulyasari minta dihentikan infus dan 
suntikan dan minta ketemu dengan dr Henky. Namun, dokter tidak datang sampai 
pasien Prita Mulyasari dipindahkan ke ruangan. Karena penanganan yang terlalu 
lama terhadap pasien, keadaan suhu badan pasien Prita Mulyasari makin naik 
kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti dimana oleh pasien Prita 
Mulyasari juga tidak tahu dokter apa. Setelah ditanyakan, dokter tersebut 
mengatakan akan menunggu dr Henky saja. 
Pada tanggal 9 Agustus dr Henky datang sore hari dan hanya menjelaskan 
ke suster untuk memberikan obat berupa suntikan lagi. pasien Prita Mulyasari 
menanyakan ke dokter tersebut sakit apa sebenarnya dan dijelaskan bahwa pasien 
Prita Mulyasari kena virus udara. Berarti pemeriksaan dokter Henky yang 
sebelumnya menerangkan bahwa pasien Prita Mulyasari terkena demam berdarah 
tidak berhubungan, tetapi dr Henky tetap menjelaskan bahwa demam berdarah 
tetap virus udara. Pasien Prita Mulyasari mulai dipasangkan kembali infus sebelah 
kanan dan kembali diberikan suntikan yang sakit sekali. Pada  malam harinya 
pasien Prita Mulyasari diberikan suntikan dua ampul sekaligus dan kemudian 
timbul serangan sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Dokter jaga 
datang namun hanya mengatakan untuk menunggu dr Henky. Karena pada malam 
harinya tangan kanan pasien Prita Mulyasari mengalami pembengkakan sama 
seperti pada tangan kiri walaupun sebenarnya infus masih dilakukan pada pasien 
Prita Mulyasari. Namun akhirnya pasien Prita Mulyasari minta dengan paksa 
untuk diberhentikan infusnya dan menolak dilakukan suntikan dan obat-obatan.  
Pada tanggal 10 Agustus 2008 pasien Prita Mulyasari dan keluarga 
menuntut dr Henky untuk menemuinya. Pihak pasien menuntut meminta 
penjelasan dr Henky mengenai sakit pasien Prita Mulyasari suntikan, hasil lab 
awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak napas yang dalam 
riwayat hidup pasien Prita Mulyasari menurut keterangan yang diberikan belum 
pernah terjadi.  Kondisi pasien Prita Mulyasari makin parah dengan 
membengkaknya leher kiri dan mata kiri. dr Henky tidak memberikan penjelasan 
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dengan memuaskan. Dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster 
untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus 
kembali. 
Pada tanggal 11 Agustus 2008 kondisi pasien Prita Mulyasari makin parah 
dengan leher kanan pasien Prita Mulyasari juga mulai membengkak dan panas 
kembali menjadi 39 derajat. Pada esok harinya tanggal 12 Agustus 2008 pasien 
Prita Mulyasari memutuskan untuk pindah ke rumah sakit yang lain. Untuk 
pindah ke rumah sakit yang lain dibutuhkan data-data medis dari rumah sakit 
sebelumnya untuk keperluan pelayanan medis yang akan diberikan kepada 
pasiennya. Akan tetapi data-data medis yang diberikan menimbulkan 
permasalahan pada pasien Prita Mulyasari. Hasil lab yang diberikan adalah hasil 
thrombosit pasien Prita Mulyasari 181.000 bukan 27.000. Sehingga hak pasien 
Prita Mulyasari untuk mendapatkan keterangan data hasil laboratorium juga tidak 
terpenuhi. 
Data yang kedua adalah data yang diperoleh dari pernyataan Rumah Sakit 
Omni Internasional. Data tersebut diperoleh melalui situs website 
http://megapolitan.kompas.com yaitu Rumah Sakit Omni Internasional klarifikasi  
tuduhan Prita Mulyasari. Tentang kronologis kejadian, dr Bina sebagai Direktur 
RS Omni menjelaskan, Prita datang ke UGD pada 7 Agustus 2008 sekitar pukul 
20.30 dengan keluhan panas selama tiga hari, sakit kepala berat, mual dan 
muntah, sakit tenggorokan, tidak BAB selama tiga hari, dan tidak nafsu makan. 
Menurutnya, itu merupakan gejala DBD atau tifus. 
Ia mengatakan, berdasarkan keluhan tersebut, kemudian dilakukan 
pemeriksaan umum dan pemeriksaan darah. Dari hasil pemeriksaan darah awal, 
trombosit tidak layak baca karena banyak gumpalan darah sehingga diperlukan 
pengambilan darah ulang. "Kami meminta persetujuan kepada Prita Mulyasari 
untuk pemeriksaan darah ulang dan dia setuju," katanya. Selanjutnya, kata dr 
Bina, karena kondisi Prita Mulyasari yang lemah, pihak RS menyarankan untuk 
dirawat dan kemudian dipasangi cairan infus. "Keesokan harinya, hasil tes darah 
kedua keluar yang menunjukkan jumlah trombosit 181.000/ul dan kemudian 
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dilakukan terapi," ucapnya. Kemudian, Bina melanjutkan, sekitar empat hari 
dirawat dan dilakukan terapi, gejala awal yang dikeluhkan sudah berkurang, tetapi 
ditemukan sejenis virus gondongan yang menyebabkan terlihat membengkak pada 
leher. "Setelah diketahui adanya penyakit gondongan tersebut, tanggal 12 
Agustus, Prita Mulyasari malah izin pulang dan sebelum pulang dia mengisi form 
suggestion karena tidak puas dengan pelayanan rumah sakit," kata dr Bina. 
Ia menambahkan, Prita Mulyasari bukan hanya mengisi form suggestion, 
tetapi juga membuat surat lewat e-mail yang kemudian disebarluaskan ke berbagai 
alamat e-mail. "Itu sangat merugikan kami," ungkapnya.  
Soal tuduhan Prita Mulyasari bahwa RS Omni tidak mau mengeluarkan 
hasil tes darah yang pertama, pihak Rumah Sakit Omni Internasional berdalih hal 
tersebut tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid. RS Omni 
Internasional hanya bersedia memberikan hasil lab kedua yang menjadi dasar 
penanganan keluhan Prita Mulyasari. 
Data yang ketiga adalah data yang diperoleh dari media massa di internet 
yaitu di www.sumbawanews.com keterangan yang diberikan adalah : 
Pada tanggal 7 Agusutus 2008, pasien Prita Mulyasari memeriksa 
kesehatan bertempat di Rumah Sakit Omni Internasional Tengerang – Banten. 
pasien Prita Mulyasari mengeluhkan panas tinggi dan pusing kepala. Pada tanggal 
7 Agustus 2008 itu juga, pasien Prita Mulyasari ditangani dr. Indah dan dr. 
Hengky dan pasien Prita Mulyasari didiagnosis menderita demam berdarah, dan 
disarankan rawat inap, sembari diberikan suntikan 
Pada tanggal 8 Agustus 2008, pasien Prita Mulyasari dikunjungi dr. 
Hengky dan memberikan kabar tentang perubahan thrombosit dari sebelumnya 
27.000 menjadi 181.000. Sepanjang hari ini, pasien Prita Mulyasari diberi 
suntikan, tanpa pemberitahuan jenis dan tujuan penyuntikan kepada pasien. Hari 
itu juga mulai terlihat kejanggalan pada badan pasien Prita Mulyasari yakni; 
tangan kiri membengkak, suhu badan naik hingga mencapai 39 derajat. Sampai 
sejauh ini, tidak ada dokter visit, termasuk dr. Hengky. 
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Pada tanggal 9 Agusustus 2008, pasien Prita Mulyasari dikunjungi dr. 
Hengky dan meninginformasikan kepada pasien bahwa dirinya terkena virus 
udara. Sejauh ini, tindakan medis berupa suntikan terus dihujamkan ketubuh 
pasien Prita Mulyasari. setelah Maghrib, pasien Prita Mulyasari disuntik dua 
ampul dan terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Saat 
yang sama hadir dokter jaga tanpa dr. Hengky. Saat yang sama tangan kanan 
pasien Prita Mulyasari pembengkakan. pasien Prita Mulyasari meminta infus 
dihentikan dan suntikan serta obat-obatan. 
Pada 10 Agustus 2008, keluarga pasien Prita Mulyasari meminta ketemu 
dr. Hengky dan meminta penjelasan tentang kondisi dan keadaan pasien termasuk 
penjelasan tentang revisi hasil lab. Saat yang sama, pasien Prita Mulyasari 
mengalami pembengkakan di leher kiri dan mata kiri. Respon dr. Henky lebih 
menyalahkan bagian lab 
Pada tanggal 11 Agustus 2008, pasien Prita Mulyasari masih panas tinggi 
mencapai 39 derajat. pasien Prita Mulyasari berniat pindah dan pada saat yang 
sama pasien Prita Mulyasari membutuhkan data medis. Setelah “perjuangan 
panjang” sampai ke tingkat manajemen RS Omni Internasional, data pasien Prita 
Mulyasari diprint out tanpa diserta data hasil lab yang valid. 
Pada tanggal 12 Agustus 2008, pasien Prita Mulyasari pindah ke RS lain 
di Bintaro. Pasien Prita Mulyasari dimasukkan ruang isolasi oleh karena virus 
yang menimpa dirinya dapat menyebar. Menurut dokter, pasien Prita Mulyasari 
terserang virus yang biasa menyerang anak-anak. (disini fakta pasien Prita 
Mulyasari terserang demam berdarah tidak terbukti, hanya saja pasien Prita 
Mulyasari telah terlanjur disuntik bertubi-tubi ditambah infus di RS Omni). Hari 
itu juga keluarga pasien Prita Mulyasari meminta hasil resmi kepada RS. Omni 
Internasional tentang hasil lab yang semula 27.000 dan berubah menjadi 181.000 
(Thrombosit rendah mengharuskan pasien rawat inap) 
Pada tanggal 15 Agustus 2008, pasien Prita Mulyasari menulis dan 
mengirimkan email “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra”  terkait 
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keluhan pelayanan RS Omni internasional. Email ini kemudian beredar luas di 
dunia maya 
Data yang keempat yang juga diperoleh di situs website di internet 
http://iskandarjet.kompasiana.com  kronologi kasus prita mulyasari [Jumat 18 
september 2009 14.33] Pasien Prita Mulyasari datang ke RS Omni Internasional 
dengan keluhan panas tinggi dan pusing kepala. Hasil pemeriksaan laboratorium: 
Thrombosit 27.000 (normal 200.000), suhu badan 39 derajat. Malam itu langsung 
dirawat inap, diinfus dan diberi suntikan dengan diagnosa positif demam 
berdarah. Pada tanggal 8 agustus 2008 Ada revisi hasil lab semalam, thrombosit 
bukan 27.000 tapi 181.000. Mulai mendapat banyak suntikan obat, tangan kiri 
tetap diinfus. Tangan kiri mulai membengkak, Pasien Prita Mulyasari minta 
dihentikan infus dan suntikan. Suhu badan naik lagi ke 39. Pada tanggal 9 
Agustus 2008 Kembali mendapatkan suntikan obat. Dokter menjelaskan dia 
terkena virus udara. Infus dipindahkan ke tangan kanan dan suntikan obat tetap 
dilakukan. Malamnya Pasien Prita Mulyasari terserang sesak nafas selama 15 
menit dan diberi oksigen. Karena tangan kanan juga bengkak, dia memaksa agar 
infus diberhentikan dan menolak disuntik lagi. Pada 10 Agustus 2008 Terjadi 
dialog antara keluarga Prita dengan dokter. Dokter menyalahkan bagian lab terkait 
revisi thrombosit. Mengalami pembengkakan pada leher kiri dan mata kiri. 
Dan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2008 Terjadi pembengkakan pada 
leher kanan, panas kembali 39 derajat. Prita memutuskan untuk keluar dari rumah 
sakit dan mendapatkan data-data medis yang menurutnya tidak sesuai fakta. Prita 
meminta hasil lab yang berisi thrombosit 27.000, tapi yang didapat hanya 
informasi thrombosit 181.000. Pasalnya, dengan adanya hasil lab thrombosit 
27.000 itulah dia akhirnya dirawat inap. Pihak RS Omni Internasional berdalih hal 
tersebut tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid. 
Keadaan di atas menjelaskan bahwa dalam bidang kesehatan atau medis 
seakan-akan adanya suatu medical intervention. (O. Carter Snead, 2007:6). 
Setelah pemaparan data-data dari beberapa pihak kemudian dapat ditarik simpulan 
beberapa fakta hukum yang dapat diuraikan secara rinci atas kronologis atau 
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peristiwa yang terjadi dan dipaparkan di atas. Fakta-fakta hukum tersebut sebagai 
berikut : 
1. Hak pasien untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai 
informasi  tindakan medis yang dilakukan. 
2. Hak pasien untuk melakukan pengaduan atas tindakan medis yang 
dilakukan terhadapnya. 
Hak pasien mendapatkan penjelasan informasi tindakan medis diatur 
dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 angka 3 
yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa”, karena pasien adalah juga merupakan konsumen 
yang memakai jasa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 
Tahun 1999 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sehingga hak 
pasien untuk mendapatkan informasi juga merupakan hak konsumen seperti yang 
dijelaskan oleh UUPK. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
mengaturnya dalam Pasal 52 yaitu “pasien, dalam menerima pelayanan pada 
praktik kedokteran, mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan secara 
lengkap tentang tindakan medis”, UU  No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga 
mengaturnya dalam Pasal 8 yaitu “Setiap orang berhak memperoleh informasi 
tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah 
maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”. UU No. 44 Tahun 2009 
pun juga mengaturnya dalam Pasal 32 huruf j yaitu “mendapat informasi yang 
meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif 
tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap 
tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan”. 
Untuk mengenai hak pasien yang melakukan pengaduan atas tindakan 
medis yang diterima diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 4 angka 4 yaitu “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 
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atas barang dan/atau jasa yang digunakan” pasal tidak mencerminkan 
perlindungan hak karena pasal tersebut tidak dijelaskan kearah mana pengaduan 
mengenai pendapat dan keluhannya tersebut. UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran mengaturnya dalam Pasal 66 yaitu “setiap orang yang mengetahui 
atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam 
menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia” pasal tersebut sudah jelas 
apabila ada suatu keluhan atas tindakan medis harus disampaikan kepada Majels 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. UU No. 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit juga mengaturnya dalam Pasal 32 huruf f yaitu “mengajukan 
pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan” dan huruf r yaitu 
“mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan 
melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. Pada UU Rumah Sakit ini diatur yang pertama bahwa pasien 
diberikan hak untuk melakukan pengaduan atas pelayanan yang diterimanya 
kedua bahwa pasien dapat menggunanakan media cetak dan elekronik untuk 
melakukan pengaduan tersebut. Jadi untuk hak pasien melakukan pengaduan 
dibagi menjadi dua yang pertama bahwa hak pasien untuk mengadu tentang 
tindakan medis dari dokter diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 harus melalui 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, kedua hak pasien untuk 
mengadu tentang pelayanan kesehatan diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 dapat 
melalui media cetak dan elektronik. 
Dari fakta hukum yang diperoleh akhirnya penulis dalam melakukan 
penelitian dapat memberikan kesimpulan akhir terhadap hak Prita Mulyasari 
sebagai pasien belum diberikan oleh Rumah Sakit Omni Internasional. Terlihat 
dari keterangan yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Omni Internasional dalam 
setiap melakukan tindakan medis kepada pasien Prita Mulyasari tidak disertai 
dengan penjelasan yang jelas mengenai tindakan medis, risiko yang dapat timbul, 
dan lain-lain kepada pasiennya yang terbukti pihak pasien selalu dalam keadaan 
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tidak tahu terhadap tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, kemudian hasil 
rekam medis dari hasil laboratorium yang menunjukkan thrombosit pasien Prita 
Mulyasari sebanyak 27.000 walaupun hasil laboratorium tersebut tidak valid 
tetapi hasil laboratorium atau health reporting information tersebut merupakan 
hak dari pasien untuk memilikinya dan oleh pihak Rumah Sakit Omni 
Internasional tidak diberikannya dan bahwa pengaduan dan keluhan yang 
dilakukan oleh Pasien Prita Mulyasari di media elektronik adalah keluhan atas 
pelayanan kesehatan yang buruk sesuai dengan Pasal 34 huruf j dan r UU No. 44 
Tahun 2009. Jadi pihak Rumah Sakit Omni Internasional belum memberikan hak 
Prita Mulyasari sebagai pasien. (Erin Nelson, 2005:184) 
 
 
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan Dalam 
Melindungi Hak Pasien Dalam Praktik Kedokteran 
Menurut Fuller bahwa adalah bahwa hukum berkaitan dengan pengaturan 
perilaku manusia dengan aturan-aturan‟. Meski ini mirip dengan pendapat Hart, 
namun ada perbedaannya. Hart menekankan apa yang dimaksud dengan aturan 
(dan bagaimana aturan/hukum tersebut akan diidentifikasi, dan bagaimana 
aturan/hukum tersebut digabungkan menjadi sistem hukum). Fuller menekankan 
pada apa yang diperlukan untuk membuat hukum bekerja. Solusi Fuller adalah 
bahwa sistem hukum harus mewakili moralitas dalam, moralitas internal, prinsip 
legalitas atau hukum dasar prosedural. 
Karena moralitas merupakan fokus utama Fuller, maka perlu dilihat 
bagaimana ia menggunakan istilah tersebut. Fuller membedakan antara moralitas 
kewajiban, yang menyarankan perilaku, dan moralitas aspirasi yang berkaitan 
dengan „upaya memanfaatkan hidup yang singkat dengan baik. Teori Fuller lebih 
dikaitkan dengan moralitas aspirasi. (Ita,www.materibelajar.wordpress.com). 
Menurut teori dari Ten Berge, yang dalam teorinya menjabarkan ada 
empat aspek hukum yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum tidak 
boleh dilaksanakan hanya satu aspek saja akan tetapi keempat aspek tersebut 
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harus dilaksanakan secara seimbang dan bersama-sama. Karena tidak ada dalam 
penegakkan hukum apabila suatu peraturan sudah sedikit mungkin membiarkan 
ruang bagi perbedaan interpretasi akan tetapi peraturan tersebut tidak dapat 
dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani 
dengan (tugas) penegakan (hukum). 
Menurut teori yang telah dipaparkan oleh Hans Kelsen bahwa untuk 
menilai apakah peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dapat 
memberikan perlindungan hukum terhadap hak pasien digunakan indikator antara 
lain kewajiban hukum dan sanksi. Konsep mengenai kewajiban merupakan suatu 
konsep khusus dari lapangan moral yang menunjuk kepada moral dalam 
hubungannya dengan individu terhadap tindakan tertentu diharuskan atau dilarang 
oleh norma tersebut, konsep ini tidak kecuali sebagai pasangan dari konsep norma 
hukum (Hans Kelsen, 2007:73). Kewajiban hukum semata-mata merupakan 
norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang terhadap perbuatannya 
sanksi dilekatkan di dalam norma hukum tersebut (Hans Kelsen, 2007:73). 
Sedangkan sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan 
perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. 
Sanksi hukum memiliki sifat karakter memaksa (Hans Kelsen, 2007:61). 
Dari ketiga pendapat di atas maka untuk memberikan penilaian apakah 
suatu peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dapat berfungsi untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap hak pasien digunakan indikator 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai pemberian perlindungan 
hak pasien dan larangannya. 
 
3. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan Mengenai 
Perlindungan Hak Pasien dalam Praktik Kedokteran 
Kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan 
peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya 
diklasifikasikan berdasarkan kronologis bagian-bagian yang diatur oleh 
peraturan tersebut. Kemudian dianalisis hanya pasal-pasal yang isinya 
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mengandung kaidah hukum, kemudian melakukan konstruksi dengan cara 
memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori berdasarkan 
pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. 
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah baik secara 
vertikal maupun horizontal. Apabila sinkronisasi peraturan perundang-
undangan ini ditelaah vertikal, berarti akan dilihat bagaimana hierarkisnya 
antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Untuk 
melakukan analisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara lebih 
mendalam harus memperhatikan beberapa asas perundang-undangan 
(Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004:129). Namun di samping asas-asas 
perundangan, perlu juga diperhatikan tata urutan perundang-undangan di 
Indonesia menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. 
Mengkaji sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal yang 
diteliti adalah sejauhmana peraturan perundang-undangan yang mengatur 
berbagai bidang itu mempunyai hubungan secara fungsional secara konsisten. 
Dalam penelitian ini, penulis hendak menyinkronkan peraturan 
perundang-undangan mengenai kesehatan yaitu : Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/lI/2004 
tentang Sistem Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan 
No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, Peraturan  
Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/lV/2007 tentang Izin Praktik dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis kedudukan dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/lI/2004 tentang Sistem 
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Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan 
No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, Peraturan  
Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/lV/2007 tentang Izin Praktik dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran adalah sinkronisasi secara vertikal. 
Penggunaan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran sebagai salah satu dasar hukum peraturan-peraturan mengenai hak 
pasien : 
a. Pengertian Pasien 
1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Pasal 1 angka 1 yaitu Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan 
2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
Pasal 1 angka 10 
Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan 
baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter 
gigi 
3) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
Pasal 1 angka 4 Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 
masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 
diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah 
Sakit. 
b. Praktik Kedokteran 
1) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
Pasal 39 
Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan 
antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk 
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pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 
pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. 
2) Permenkes No. 512/Menkes/PER/lV/2007 tentang Izin Praktik dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran 
Pasal 14 ayat (1) 
Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan 
berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter atau dokter gigi 
dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan 
penyakit, peningkatan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan 
penyakit dan pemulihan kesehatan. 
Pasal 14 ayat (2) 
Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya 
maksimal pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan dokter 
dan dokter gigi dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien 
sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur 
operasional, dan kebutuhan medis pasien. 
c. Hak Pasien 
1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Pasal 4 
Hak konsumen adalah : 
a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
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d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
2) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
Pasal 52 
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, 
mempunyai hak: 
a) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); 
b) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 
c) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 
d) menolak tindakan medis; dan 
e) mendapatkan isi rekam medis. 
3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
Pasal 4 
Setiap orang berhak atas kesehatan. 
Pasal 5 
a) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses 
atas sumber daya di bidang kesehatan. 
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b) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 
c) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab 
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 
dirinya. 
Pasal 6 
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi 
pencapaian derajat kesehatan. 
Pasal 7 
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang 
kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. 
Pasal 8 
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan 
dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang 
akan diterimanya dari tenaga kesehatan. 
Pasal 56 
a) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh 
tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah 
menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut 
secara lengkap. 
b) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku pada: 
c) penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke 
dalam masyarakat yang lebih luas; 
(1) keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau  
(2) gangguan mental berat. 
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d) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 57 
Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang 
telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. 
Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: 
(1) perintah undang-undang; 
(2) perintah pengadilan; 
(3) izin yang bersangkutan; 
(4) kepentingan masyarakat; atau 
(5) kepentingan orang tersebut. 
Pasal 58 
a) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, 
tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang 
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 
pelayanan kesehatan yang diterimanya. 
b) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan 
penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam 
keadaan darurat. 
c) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
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Pasal 32 
Setiap pasien mempunyai hak: 
a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang 
berlaku di Rumah Sakit; 
b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; 
c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa 
diskriminasi; 
d) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan 
standar profesi dan standar prosedur operasional; 
e) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien 
terhindar dari kerugian fisik dan materi; 
f) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; 
g) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya 
dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 
h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada 
dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam 
maupun di luar Rumah Sakit; 
i) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita 
termasuk data-data medisnya; 
j) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan 
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan 
komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan 
yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; 
k) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan 
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang 
dideritanya; 
l) didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 
m) menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang 
dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; 
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n) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam 
perawatan di Rumah Sakit; 
o) mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit 
terhadap dirinya; 
p) menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan 
agama dan kepercayaan yang dianutnya; 
q) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit 
diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar 
baik secara perdata ataupun pidana; dan 
r) mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan 
standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
d. Perjanjian Terapeutik 
1) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
Pasal 45 ayat (1) 
Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 
oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat 
persetujuan. 
Pasal 45 ayat (2) 
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 
pasien mendapat penjelasan secara lengkap. 
Pasal 45 ayat (3) 
Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 
mencakup : 
a) diagnosis dan tata cara tindakan medis; 
b) tujuan tindakan medis yang dilakukan; 
c) alternatif tindakan lain dan risikonya; 
d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 
e) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 
Pasal 45 ayat (4) 
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Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik 
secara tertulis maupun lisan. 
 
Pasal 45 ayat (5) 
Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung 
risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang 
ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan 
e. Kewajiban pemerintah 
1) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
Pasal 71 
Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, 
organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai 
dengan fungsi dan tugas masing-masing. 
2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
Pasal 14 
a) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 
b) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikhususkan pada pelayanan publik. 
Pasal 15 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, 
fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk 
mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. 
Pasal 16 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di 
bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk 
memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
Pasal 17 
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Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap 
informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 
meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya. 
 
Pasal 18 
Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran 
aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. 
Pasal 19 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya 
kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. 
Pasal 20 
a) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 
masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya 
kesehatan perorangan. 
b) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
Pasal 6 
a)  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk : 
(1) menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat; 
(2) menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 
bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan 
peraturan perundangundangan; 
(3) membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit; 
(4) memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat 
memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan 
bertanggung jawab; 
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(5) memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa 
pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan; 
(6) menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah 
Sakit sesuai dengan jenis 
(7) pelayanan yang dibutuhkan masyarakat; 
(8) menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat; 
(9) menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah 
Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa; 
(10) menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan 
(11) mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan 
berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. 
b) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan 
 
4. Sinkronisasi Sanksi Terhadap Pelanggaran Atas Hak Pasien dalam 
Peraturan Perundang-undangan Kesehatan 
Teori dari Ten Berge mengenai bahwa sanksi merupakan inti dari 
penegakkan hukum. hal tersebut dikarenakan salah satu instrumen yang 
mempunyai daya paksa agar masyarakat dapat tunduk untuk mematuhi suatu 
peraturan hukum adalah dengan adanya sanksi. Dan oleh sebab itu sanksi 
merupakan bagian yang melekat pada norma hukum. 
Sehingga pada akhirnya penelitian yang dilakukan adalah meneliti 
terhadap sinkronisasi sanksi peraturan perundang-undangan. Dari hasil 
penelitian didapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
131/Menkes/SK/lI/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Peraturan 
Menteri Kesehatan No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan 
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Tindakan Medik, Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 
512/Menkes/PER/lV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran berada di bawah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan. 
Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
mempunyai dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi 
administratif diberikan kepada pihak yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan 
ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 dan sanksi pidana dapat diberikan 
kepada pihak yang melanggar Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 
ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f. UUPK.  
Dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
mempunyai dua sanksi bagi pihak yang melanggar yaitu sanksi pidana dan 
sanksi disiplin khusus bagi dokter yang melanggar. Sanksi pidana dan/atau 
denda uang akan dikenakan bagi pihak-pihak yang melanggar Pasal 29 ayat 
(1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 36, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, 
Pasal 46 ayat (1), Pasal 51 huruf a, huruf  b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dan 
Pasal 73 (2).  
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan hanya mempunyai sanksi bagi pihak yang melanggar yaitu sanksi 
pidana. Sanksi pidana dan/atau denda uang akan dikenakan bagi pihak-pihak 
yang melanggar Pasal 32 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 64 ayat (3), Pasal 
69, Pasal 75 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 90 ayat (3), Pasal 98 ayat (2) dan 
(3), Pasal 106 ayat (1), Pasal 108, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 128 ayat (2), 
Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, 
Pasal 199, dan Pasal 200.  
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Begitu juga di dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit  sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana penjara atau denda 
dan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau badan hukum. 
akan tetapi Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai pelanggaran 
terhadap sanksi administrasi saja yaitu pada Pasal 25 ayat (1).  
Dari pendapat Teori dari Ten Berge mengenai bahwa sanksi 
merupakan inti dari penegakkan hukum dapat dianalisis bahwa sanksi-sanksi 
yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-
Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak semuanya memiliki 
daya paksa sebagai contoh pada  sanksi administratif UUPK yaitu berupa 
penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 
bagi Rumah Sakit Omni Internasional merupakan hal yang tidak sulit. Sanksi 
pidana pada Pasal 62 ayat (1)  berupa pidana penjara paling lama lima tahun 
atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ayat (2) 
pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) juga tidak sulit bagi Rumah Sakit Omni 
Internasional. Bagi pihak yang melanggar ketentuan mengenai hak pasien 
belum ada sanksi pidana yang mengatur hal tersebut. Yang diatur adalah 
sanksi pidana terhadap pihak yang melanggar proses administrasi kedokteran 
saja. Kemudian sanksi yang diberikan kepada dokter tidak mempuyai daya 
paksa hal tersebut dapat diketahui dari sanksi yang diberikan kepada dokter 
yang melakukan pelanggaran sebagai contoh Pasal 75 ayat (1) UU No. 29 
Tahun 2004 yang berbunyi ”Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan 
sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” merupakan hal ringan sanksi tersebut 
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bagi dokter kecuali ada Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia yang memberikan sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan 
surat tanda registrasi atau surat izin praktik. Sedangkan untuk sebuah 
korporasi memberikan daya paksa sebagai contoh “Pasal 62 UU No. 44 Tahun 
2009 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan 
Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).” Dan  Pasal 63 
ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana 
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan 
terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari 
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. yaitu sanksi pidana 
denda ditambah pidana tambahan pencabutan surat izin atau ditambah 
sepertiga. Pada ayat duanya dijelaskan selain pidana denda korporasi dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau. pencabutan 
status badan hukum. Sehingga tidak ada satu pun sanksi pidana yang mengatur 
mengenai pihak yang melanggar hak pasien sebagai contoh pemberian sanksi 
pidana penjara/atau denda bagi pihak yang tidak memberikan keterangan 
secara jelas mengenai tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien atau 
tidak mendengar keluhan dan pendapatnya. Untuk menilai apakah peraturan 
perundang-undangan mengenai kesehatan dapat berfungsi untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam praktik kedokteran digunakan 
indikator sinkronisasi peraturan perundang-undangan kesehatan mengenai hak 
pasien dan sanksinya. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan belum berfungsi untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap hak pasien. Hal ini dikarenakan 
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belum adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan kesehatan 
mengenai hak pasien dan sanksinya. 
 
C. Prosedur Pengawasan Pelayanan Kesehatan 
Untuk menjamin dilaksanakannya suatu peraturan perundang-undangan 
agar dipatuhi secara integral dan komprehensif oleh masyarakat, oleh karena itu 
diperlukan suatu kegiatan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan tersebut 
dilakukan dengan tujuan agar langkah-langkah dalam pencapaian tujuan suatu 
peraturan perundang-undangan dapat tercapai, tidak mengalami kesalahan 
maupun penyimpangan. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan 
mengenai kesehatan, dijelaskan bahwa untuk menjamin pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan mengenai kesehatan maka diadakan suatu sistem 
pengawasan kesehatan seperti yang disebutkan secara jelas dalam beberapa pasal 
peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 14 ayat (1) UU No. 36 tahun 
2009 yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan 
yang merata dan terjangkau oleh masyarakat” Pasal 183 UU No. 23 tahun 1992 
yang berbunyi “Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan 
tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang 
berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan”. dan 
Pasal 71 UU No. 29 tahun 2004 yang berbunyi “Pemerintah pusat, Konsil 
Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta 
mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing” 
adapun tujuan dilakukannya pengawasan ini terutama pada praktik kedokteran 
yang diatur dalam Pasal 72 UU No. 29 tahun 2004 antara lain : 
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1. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter 
gigi; 
2. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; 
dan 
3. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi. 
Dari pemaparan Pasal 183 UU No. 36 tahun 2009 mengenai pengawasan 
oleh menteri dan kepala dinas terhadap kesehatan dan Pasal 71 UU No. 29 tahun 
2004 mengenai pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap 
pelaksanaan praktik kedokteran memberikan suatu penjelasan bahwa yang 
bertugas dalam melakukan pengawasan dibagi dalam dua kategori yaitu 
pengawasan terhadap kesehatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik 
kedokteran. Pengawasan terhadap kesehatan yang bertanggung jawab adalah 
pemerintah baik itu pusat maupun daerah sedangkan pengawasan terhadap praktik 
kedokteran yang bertanggung jawab adalah pemerintah baik itu pusat dan daerah 
dan pihak organisasi profesi. 
Dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Tangerang, 
berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU No. 23 tahun 2003 dan Pasal 71 UU No. 29 
tahun 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas untuk 
melaksanakan kewajibannya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tangerang antara lain: 
1. Kepala Dinas Kesehatan 
2. Sekretariat Dinas Kesehatan 
3. Sub Bagian Umum dan Perencanaan Dinas Kesehatan 
4. Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan 
5. Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan 
6. Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan 
7. Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan 
8. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 
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9. Bidang Pencegahan,  Pemberantasan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
Dinas Kesehatan 
10. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 
11. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan Dinas Kesehatan 
12. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan 
13. Seksi Gizi Dinas Kesehatan 
14. Seksi Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan 
15. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia Dinas Kesehatan 
16. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan 
17. Seksi Farmasi dan Pengawasan Makanan Dinas Kesehatan 
18. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 
19. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakti Dinas Kesehatan 
20. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi Dinas Kesehatan 
21. Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan 
Skema dari struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 
seperti yang telah dipaparkan di atas akan dilampirkan pada lampiran. Tugas dari 
bagian-bagian tertentu dari struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tangerang tersebut adalah : 
1. Sekretariat dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan 
dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang umum dan 
perencanaan kepegawaian serta keuangan dinas. 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan 
dengan umum dan perencanaan, kepegawaian serta keuangan dinas; 
b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis 
administrasi dilingkungan dinas; 
c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang umum dan 
perencanaan, kepegawaian, serta keuangan dinas; 
d. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas,, kearsipan, 
perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas; 
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e. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, 
pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas; 
f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan; 
g. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkup dinas; 
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan 
dinas; 
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas; 
Sekretariat terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan Sub Bagian Umum dan Perencanaan 
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan 
koordinasi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan surat menyurat, 
kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan , penyusunan rencana 
kegiatan dinas , penyusunan program dan evaluasi kegiatan dinas. Sub 
Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi : 
1) Perencanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi perencanaan 
program tahunan dan limatahunan; 
2) Perencanaan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan tata usaha, aset, 
perlengkapan dan kepegawaian dilingkugan dinas; 
3) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi 
pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan; 
4) Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas; 
5) Pelaksanaan inventarisasi,pembelian, pendistribusian dan pemeliharaan 
barang-barang inventaris kantor; 
6) Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan 
Dinas; 
7) Pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja dinas; 
8) Pelaksanaan kegiatan dinas sesuai perencanaan yang telah ditetapkan 
meliputi penyusunan Lakip, Renstra, rencana kegiatan, 
keorganisasanian dan tatalaksana dinas; 
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9) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait 
perencanaan dinas; 
10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas; 
b. Sub Bagian Kepegawaian Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan 
pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengelolaan administrasi 
kepegawaian. 
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi: 
1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi data 
pegawai, perpindahan, kepangkatan dan pemberhenitan pegawai 
dilingkungan dinas; 
2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan 
dinas; 
3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait sub 
bagian kepegawaian; 
c. Sub Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan 
pengendalian kegiatan penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas, 
pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan 
keuangan dinas. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 
1) Perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi 
penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan 
pertanggungjawaban anggaran; 
2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan , 
anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban 
anggaran; 
3) Pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan 
dinas‟; 
4) Pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan; 
5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan 
kegiatan sub bagian keuangan; 
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6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sub 
bagian keuangan; 
2. Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan mempunyai   tugas 
merencanakan melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan 
pengendalian program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan, 
pengembangan sumber daya kesehatan dan manajemen data kesehatan. 
Bidang Pengembangan Dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi:  
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Mempunyai tugas 
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan 
dan pengendalian  kegiatan pengembangan sumber daya kesehatan. Seksi 
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi : 
1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data bahan materi 
dan perumusan pengembangan metoda dan sarana  penyuluhan 
kesehatan, penyebarluasan informasi program anti rokok dan napza 
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 
2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan metoda dan sarana  penyuluhan 
kesehatan, penyebarluasan informasi program anti rokok dan napza 
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 
3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait  
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
b. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan Mempunyai tugas 
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan 
dan pengendalian kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan 
kemitraan. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan mempunyai 
fungsi : 
1) Perencanaan dan pelaksanaan penganalisaan data kegiatan 
pengumpulan data bahan perumusan peningkatan derajat kesehatan 
pekerja sektor informal dan peran serta Masyarakat melalui Upaya 
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dan Peningkatan kemitraan 
menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ; 
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2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan derajat kesehatan pekerja sektor 
informal dan peran serta Masyarakat melalui Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat dan Peningkatan kemitraan menuju 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 
3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait; 
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; 
c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Mempunyai tugas 
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan 
dan pengendalian kegiatan pengembangan  Sistem Informasi Kesehatan 
Daerah (SIKDA). Seksi Pengembangan sistem Informasi Kesehatan  
mempunyai fungsi : 
1) Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan Profil 
Kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah, Analisis 
Data Kesehatan bulanan, triwulan maupun tahunan; 
2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Profil 
Kesehatan, pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesehatan 
daerah Analisis Data Kesehatan bulanan, triwulan maupun tahunan; 
3) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Profil Kesehatan, pengadaan dan 
pengeloaan sarana dan prasarana sistem informasi kesehatan daerah  
baik perangkat keras maupun lunak, Analisis Data Kesehatan bulanan, 
triwulan maupun tahunan; 
4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait Profil 
Kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah,  
Analisis Data Kesehatan bulanan, triwulan maupun tahunan ; 
5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. 
3. Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai   tugas merencanakan, melaksanakan 
pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program 
kesehatan ibu dan anak, pelayanan medis keluarga berencana, kesehatan 
remaja dan usia lanjut serta peningkatan gizi masyarakat. Bidang Kesehatan 
Keluarga terdiri dari : 
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a. Seksi Gizi Mempunyai mempunyai   tugas merencanakan, melaksanakan 
pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan 
peningkatan gizi masyarakat. 
Seksi Gizi  mempunyai fungsi: 
1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data bahan 
perumusan kebutuhan  dan penyiapan bahan untuk  peningkatan status 
gizi masyarakat, peningkatan gizi masyarakat; 
2) Pelaksanaan kegiatan kebutuhan  dan penyiapan bahan untuk  
peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan gizi masyarakat; 
3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait  
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan ; 
b. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana Mempunyai tugas  
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta 
pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesehatan ibu, anak dan 
pelayanan medis keluarga berencana. Seksi Kesehatan Ibu, Anak Dan 
Keluarga Berencana mempunyai fungsi : 
1) Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan usaha 
Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, wanita usia subur dan 
pelayanan medis keluarga berencana; 
2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data usaha 
Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, wanita usia subur dan 
pelayanan medis keluarga berencana; 
3) Pelaksanaan kegiatan usaha Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, 
wanita usia subur dan pelayanan medis keluarga berencana 
4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait Pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan ; 
c. Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia Mempunyai mempunyai   tugas 
merencanakan, melaksanakan   pembinaan dan koordinasi serta 
pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesehatan remaja dan lansia. 
Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia mempunyai  fungsi: 
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1) Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan Usaha 
Kesehatan remaja termasuk di institusi pendidikan setingkat SD 
sampai dengan SLTA  dan lansia; 
2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Usaha 
Kesehatan remaja termasuk di institusi pendidikan setingkat SD 
sampai dengan SLTA  dan lansia; 
3) Pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan remaja termasuk di institusi 
pendidikan setingkat SD sampai dengan SLTA  dan lansia; 
4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait Usaha 
Kesehatan remaja termasuk di institusi pendidikan setingkat SD 
sampai dengan SLTA  dan lansia; 
5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; 
4. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai   tugas merencanakan, 
melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan  pengendalian 
program pelayanan kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Seksi Pelayanan Kesehatan 
Dasar dan Rujukan mempunyai   tugas  merencanakan, melaksanakan 
pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan 
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. 
Seksi ini mempunyai fungsi antara lain : 
1) Perencanaan program pengobatan, pencegahan dan penanggulangan  
Penyakit  gigi dan mulut, 
2) Peningkatan mutu pelayanan, program kesehatan jiwa, program 
kesehatan kerja, program kesehatan indera dan laboratorium di 
puskesmas dan jaringannya,  
3) Pengadaan alat kesehatan,   
4) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin,  
5) Pengawasan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit milik 
Pemerintah maupun swasta,   
6) Penanggulangan masalah kesehatan kedaruratan dan bencana; 
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7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait  
8) Penilaian kinerja puskesmas dan pemilihan tenaga medis, paramedis 
dan tenaga kesehatan lain yang berprestasi; 
9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; 
b. Seksi Farmasi dan Pengawasan Makanan. Seksi Farmasi dan  Pengawasan 
Makanan mempunyai   tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan 
koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Farmasi dan  
Pengawasan pangan. 
Seksi Farmasi dan Pengawasan Makanan mempunyai fungsi antara lain : 
1) Perencanaan,pelaksanaan,pengolahan dan analisa data kegiatan 
pengumpulan data bahan perumusan kebutuhan obat untuk puskesmas  
dan jaringannya 
2) Pengadaan  obat untuk  Puskesmas dan  jaringannya , 
3) Pembinaan dan  pengawasan penggunaan obat pada puskesmas dan 
jaringannya,  
4) Pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi pada puskesmas, sarana 
pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, apotek, toko obat, salon 
kecantikan dan klinik kecantikan,  
5) Monitoring pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian pada apotik, 
instalasi farmasi rumah sakit pemerintah dan swasta,  
6) Pelaksanaan kursus kepada pengelola makanan (jasa boga, restoran, 
rumah makan, pedagang makanan jajanan, industri rumah tangga), 
depot air minum, pembinaan dan pengawasan kepada pengelola 
makanan (produk industri rumah tangga, jasa boga, restoran, rumah 
makan, pedagang makanan jajanan) dan  depot air minum ; 
7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait  
8) Pelaksanaan kursus kepada pengelola makanan (jasa boga, restoran, 
rumah makan, pedagang makanan jajanan, industri rumah tangga), 
depot air minum,  
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9) Pembinaan dan pengawasan kepada pengelola makanan (produk 
industri rumah tangga, jasa boga, restoran, rumah makan, pedagang 
makanan jajanan) dan  depot air minum,  
10) Investigasi pada kejadian luar biasa keracunan makanan; 
11) Penginventarisasian tempat pengelolaan makanan dan minuman 
(TPM); 
12) Pemberian Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan untuk pengelola 
Industri Rumah Tangga Pangan, Jasa Boga, Restoran, Rumah makan 
dan Depot air Minum; 
13) Pemberian Tanda Terdaftar / Sertifikat Laik  higiene sanitasi untuk 
Jasa Boga, Restoran , Rumah makan dan Depot     Air Minum; 
14) Melakukan pemeriksaan setempat terhadap calon apotek , Toko obat, 
industri kecil, obat tradisional,, perbekalan kesehatan rumah Tangga 
dan Penyalur alat Kesehatan; 
15) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan 
Mempunyai   tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan 
koordinasi kegiatan pengawasan dan pengendalian pelayanan Kesehatan. 
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan  mempunyai 
fungsi : 
1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan 
praktek dokter, dokter gigi, bidan, perawat, balai pengobatan, rumah 
bersalin, optik, apotek, toko obat, laboratorium, klinik rontgen, rumah 
sakit dan pengobatan tradisional; 
2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data 
pembinaan dan pengawasan praktek dokter, dokter gigi, bidan, 
perawat, balai pengobatan, rumah bersalin, optik, apotek, toko obat, 
laboratorium, klinik rontgen, rumah sakit dan pengobatan tradisional; 
3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait  
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4) Pemberian perijinan bagi dokter, dokter gigi, bidan, perawat, balai 
pengobatan, rumah bersalin, optik, apotek, toko obat, laboratorium, 
klinik rontgen, rumah sakit umum milik  pemerintah maupun  swasta; 
5) Pemberian tanda terdaftar untuk pengobat tradisional ; 
6) Pemberian rekomendasi industri kecil obat tradisional dan penyalur  
alat Kesehatan; 
7) Pemberian surat ijin kerja asisten apoteker ; 
8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
5. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan 
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan koordinasi, serta 
pengawasan dan pengendalian program pencegahan penyakit, pemberantasan 
dan pengendalian penyakit serta upaya penyehatan lingkungan. Bidang 
Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari: 
a. Seksi Pencegahandan Pemberantasan Penyakit Seksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan 
pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan 
pencegahan dan pemberantasan penyakit. 
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi : 
1) Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pencegahan 
dan pemberantasan penyakit bersumber pada binatang, penyakit 
menular langsung, penyakit menular tertentu dan penyakit tidak 
menular serta kejadian luar biasa penyakit dan wabah; 
2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dan 
pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit 
bersumber pada binatang , penyakit menular langsung, penyakit 
menular tertentu dan penyakit tidak menular serta kejadian luar biasa 
penyakit dan wabah; 
3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait; 
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; 
lxxxvii 
 
b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi Seksi Pengamatan Penyakit dan 
Imunisasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan 
koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengamatan 
Penyakit dan Imunisasi. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi 
mempunyai fungsi : 
1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data bahan 
perumusan pengamatan penyakit menular, penyakit tidak menular, 
penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) penyakit , pelaksanaan 
imunisasi rutin serta insidental pada unit-unit pelayanan Kesehatan, 
surveilans epidemiologi, Kesehatan Matra dan Sistem Kewaspadaan 
Dini (SKD); 
2) Pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit menular, penyakit tidak 
menular, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) penyakit 
pelaksanaan imunisasi rutin serta insidental pada unit-unit pelayanan 
Kesehatan, surveilans epidemiologi, Kesehatan Matra dan Sistem 
Kewaspadaan Dini (SKD); 
3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait  
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. 
c. Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai 
tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta 
pengawasan dan pengendalian kegiatan penyehatan lingkungan. Seksi 
Penyehatan lingkungan mempunyai fungsi : 
1) Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pembinaan 
di Tempat-tempat Umum, Lingkungan Pemukiman, Lingkungan Kerja 
perusahaan, pengendalian vektor penyakit, pengawasan kualitas air 
bersih dan air minum; 
2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data 
pembinaan di Tempat-tempat Umum, Lingkungan Pemukiman, 
Lingkungan Kerja perusahaan, pengendalian vektor penyakit, 
pengawasan kualitas air bersih dan air minum; 
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3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan di Tempat-tempat Umum, 
Lingkungan Pemukiman, Lingkungan Kerja perusahaan, pengendalian 
vektor penyakit, pengawasan kualitas air bersih dan air minum; 
4) Pemberian petunjuk pembuatan sarana sanitasi dasar yang memenuhi 
syarat kesehatan dengan pembuatan percontohan; 
5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait 
pembinaan di Tempat-tempat Umum, Lingkungan Pemukiman, 
Lingkungan Kerja Perusahaan, pengendalian vektor penyakit, 
pengawasan kualitas air bersih dan air minum; 
6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
Demi mencapai pengawasan kesehatan yang maksimal maka dari itu Dinas 
Kesehatan Kab. Tangerang mempunyai kebijakan antara lain: 
1. Kebijakan Umum 
Kebijakan umum yang dipedomani dalam penyelanggaraan pembangunan 
kesehatan sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD kabupaten Tangerang, 
yaitu : 
a Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 
b Penigkatan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. 
2. Kebijakan Operasional 
Untuk memudahkan pelaksanaan program dan kegiatan, maka kebijakan 
operasional yang diambil adalah : 
a Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk pelayanan 
kesehatan dasar maupun rujukan, dengan mensinergikan Upaya Kesehatan 
Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan dan juga lebih 
memperhatikan masyarakat miskin. 
b Peningkatan manajemen kesehatan yang sesuai dengan perkembangan 
IPTEK dan peningkatan jejaring pelayanan kesehatan, dalam rangka 
tercapainya kualitas pelayanan kesehatan pada semua fasilitas pelayanan 
kesehatan yang ada. 
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c Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat diarahkan pada 
tercapainya peningkatan umur harapan hidup, penurunan kematian 
ibu/bayi/balita, peningkatan status gizi masyarakat dan penurunan 
kesakitan/kematian/kecacatan akibat penyakit. 
d Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dilaksanakan 
oleh pemerintah dan swasta serta kelompok masyarakat. 
Semua kebijakan disusun sedemikian rupa demi terciptanya good 
governance. (Pratikno, 2007:8) Dari pemaparan kebijakan yang dilakukan adapun 
yang dilaksanakan strategi sebagai berikut : 
1. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan 
Sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayana kesehatan 
kepada masyarakat, maka Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) harus 
diutamakan, disamping peningkatan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan 
(UKP). Dalam memfasilitasi upaya revitalisasi sistem pelayanan kesehaatan 
dasar dan rujukannya, dilakukan dengan : 
a Setiap orang miskin mendapat  pelayanan kesehatan yang bermutu. 
b Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat risiko tinggi 
terlindungi dari penyakit. 
c Optimalisasi Pengolaan Administrasi Kesehatan. 
d Optimalisasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu, PKM Poned dan PKM 
DTP. 
e Peningkatan Jejaring Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan. 
f Peningkatan perlindungan terhadap pemberi dan penerima pelayan 
kesehatan. 
2. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan 
Sistem Informasi Kesehatan merupakan pendukung tercapainya kualitas 
pelayanan kesehatan yang perlu dibangun dan dikembangkan melalui : 
a Peningkatan Sarana dan Kapasitas Sumber Daya Manusia. 
b Peningkatan Jejaring Sistem Informasi Kesehatan. 
3. Meningkatkan mutu dan pendayagunaan sumber daya kesehatan yang optimal 
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a Optiomalisasi pendayagunaan dan prasarana, 
b Di setiap desa tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang 
kompeten dan sarana pelayanan kesehatan. 
4. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan pengendalian penyakit 
Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan meningkatkan 
peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan di wilayahnya 
disertai dengan peningkatan jejaring surveilans. Disamping itu dikembangkan 
dan ditingkatkan pula sistem peringatan dini (early warning system) dan 
penunjang kedaruratan kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya KLB. 
Pengendalian penyakit melalui perbaikan lingkungan dan pengendalian 
vektorm dilaksanakan dengan upayan pemenuhan sarana sanitasi dasar Rumah 
Tangga dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kebersihan 
lingkungan. 
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat 
Dalam upaya pembangunan kesehatan, maka peran aktif dari masyarakat 
sangat diperlukan, Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong 
masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan 
kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan, yang dapat dilaksanakan 
melalui : 
a Peningkatan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 
b Peningkatan keluarga sadar gizi. 
c Peningkatan dan Pembangunan UKBM. 
d Pengembangan kemitraan dengan organisasi non pemerintah dan institusi 
lain. 
6. Membentuk dan mengoptimalkan desa siaga diseluruh kecamatan 
Dalam pemberadayaan masyarakat perlu terus dikembangkan Perilaku Hidup 
Sehat dan Bersih (PHBS) serta Upaya Kesejatan Berbasis Masyarakat 
(UKBM) dalam rangka mewujudkan “Desa Siaga” menuju Desa Sehat. 
Pengembangan Desa Siaga harus melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) terutama PKK, organisasi keagamaan dan sektor swasta. Keberhasilan 
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Desa Siaga ditandai antara lain dengan berkembangnya perilaku hidup bersih 
dan sehat serta dikembangkannya UKBM yang mampu memberikan 
pelayanan prmotif, preventif, kuratif, keluarga berencanam perawatan 
kehamilan, pertolongan persalinan, gizi dan penanganan darurat kesehatan. 
7. Meningkatkan pembiayaan kesehatan Untuk menjamin ketersediaan 
sumberdaya pembiayaan kesehatan, maka dilakukan advokasi dan sosialisasi 
kepada semua penyandang dana, baik pemerintah daerah, DPRD maupun 
masyarakat termasuk swasta. Dalam upaya pengelolaan sumberdaya 
pembiayaan yang efektif dan efisien, dilaksanakan melalui : 
a Penyusunan perencanaan anggaran kesehatan berbasis kinerja. 
b Pelayanan kesehatan kepada masyarakat ditingkatkan dengan penglolaan 
hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan dengan efektif dan efisien. 
c Peningkatan akuntabilitas dalam pelayanan. 
8. Meningkatkan jejaring pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan daerah 
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang bertanggung jawab untuk perencanaan 
dan pengembangan Sistem Kesehatan di wilayahnya dan pelaksanaan program 
kesehatan mengacu pada SKN (Sistem Kesehatan Nasional)s sebagai upaya 
sistemnya. Ada 4 (empat) pelaku utama dalam sistem kesehatan, yaitu : 
a Pemerintah; 
b Institusi Pelayanan Kesehatan; 
c Masyarakat; 
d Stake Holders (pemangku kepentingan) 
Dalam menjalankan 3 (tiga) peran Dinas Kesehatan sebagai regulator 
(stewardship), pemberi dana dan pelaksana (penyedia layanan kesehatan), maka 
perlu penegasan misi dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku utama di 
atas melalui pengembangan Sistem Kesehatan Daerah. 
Sistem Kesehatan Daerah terdiri dari 6 (enam) Sub Sistem, yaitu : 
1. Sub sistem upaya kesehatan; 
2. Sub sistem pembiayaan kesehatan ; 
3. Sub sistem Sumber Daya Kesehatan; 
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4. Sub sistem obat dan perbekalan kesehatan; 
5. Sub sistem pemberdayaan masyarakat; 
6. Sub sistem manajemen kesehatan (pengolaan data dan informasi, 
pengembangan dan penerapan IPTEK serta pengaturan hukum kesehatan) 
Kinerja pembanguan kesehatan tidak dapat terlepas dari hasil interaksi 
komponen yang berperan dalam sistem kesehatan, termasuk sektor non 
kesehatan dan pihak swasta.  Oleh karena itu perlu ditingkatkan kemitraan 
yang setara, terbuka dan saling menguntungkan dengan berbagai potensi 
yang mendukung pembangunan kesehatan. 
Beberapa pencapaian program Dinas Kesehatan Kab. Tangerang yang 
telah dilaksanakan  yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kab. Tangerang melalui 
http://www.dinkes-kabtangerang.go.id/ antara lain: 
1. Derajat Kesehatan  
a. Umur harapan hidup 
Umur harapan hidup (UHH) adalah salah satu indikator yang 
mencerminkan berapa lama seorang bayi baru lahir diharapkan hidup. Dari 
hasil Sensus Penduduk dan Susenas, didapatkan UHH meningkat dari 
tahun ke tahun, seperti terlihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 1. Umur harapan hidup di Kab. Tangerang Th. 2005 - 2007 
Tahun Umur Harapan Hidup 
2006 65,1 
2007 65,2 
  Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
b. Kematian 
1) Angka kematian bayi (AKB) 
Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) 
adalah jumlah kematian bayi dibawah satu tahun pada setiap 1.000 
kelahiran hidup. Angka ini merupakan indikator yang sensitif terhadap 
ketersediaan, pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama pelayanan 
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perinatal, disamping juga merupakan indikator terbaik untuk menilai 
pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. 
Tabel 2. Angka kematian bayi di Kab. Tangerang Th. 2004 - 2008 
Tahun Angka Kematian Bayi 
2006 43 
2007 31,28 
2008 31,28 
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2008 
Dari tabel di atas dapat diamati bahwa angka kematian bayi 
berusaha ditekan dari tahun 2006 yang mencapai angka 43 menjadi 
31,28 pada tahun berikutnya.  
Gambar 2. Jumlah kematian bayi di wilayah Kab. Tangerang Tahun 
2001-2007 
 
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Dari gambar di atas juga menunjukan penekanan yang 
dilakukan dari tahun 2003 yang menunjukkan angka tertinggi 173 
hingga tahun 2006 yang menunjukkan angka terendah yaitu 88. 
Gambar 3. Penyebab kematian bayi di wilayah Kabupaten Tangerang 
tahun 2007 
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  Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
 
 
2) Angka kematian ibu (AKI) 
Angka kematian ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (IMR) 
adalah banyaknya ibu hamil/ibu bersalin yang meninggal pada setiap 
100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini berguna untuk menggambarkan 
tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, 
kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan 
terutama pada ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas. 
2. Pelayanan Kesehatan 
a. Pelayanan imunisasi 
1) Pelaksanaan imunisasi Rutin, dengan hasil cakupan sbb : 
Cakupan Imunisasi Rutin Menurut Jenis Antigen Di Kabupaten 
Tangerang Tahun 2005-2007  
Tabel 3. Pencapaian Imunisasi 
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Sebelumnya untuk beberapa jenis imunisasi diberikan secara tunggal 
seperti DPT atau Hepatitis-B, tetapi untuk tahun 2007 imunisasi 
diberikan dengan istilah combo yaitu satu kali pemberian imunisasi 
untuk mencegah beberapa jenis penyakit, jenis imunisasi yang 
diberikan adalah DPT-HB 1, 2 sampai dengan 3. 
2) Pelaksanaan TT WUS 
Dengan sasaran wanita usia subur (WUS) sebanyak 26.579 orang, 
telah dimunisasi 24.759 WUS atau 93,2%. Lokasi pelaksanaannya di 
18 Puskesmas yang wilayah kerjanya masuk dalam katagori daerah 
resiko tinggi terjadinya kasus Tetanus Neonatorum. 
3) Pelaksanaan BIAS 
Pada Bulan Agustus tahun 2006 telah terlaksana imunisasi BIAS 
Campak pada 72.363 atau sekitar 92,98% dari sasaran anak SD kelas I 
di 40 wilayah Puskesmas, sedangkan untuk pelaksanaan BIAS rutin 
mencakup 140.491 atau 91 % dari jumlah anak kelas 2 dan 3 siswa SD 
di Kabupaten Tangerang 
b. Pelayanan kesehatan ibu 
1) Pemeriksaan ibu hamil Pada tahun 2007 persentase cakupan 
pemeriksaan ibu hamil K4 cakupannya sebesar 81,50% meningkat jika 
dibandingkan tahun 2006 yakni cakupan K4 nya sebesar 79,8%. 
Kecenderungan pencapaian cakupan K4 dalam 3 tahun terakhir adalah 
sbb:  
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Gambar 4. Cakupan pemeriksaan ibu hamil (K4) di Kab. Tangerang 
tahun 2005–2007 
 
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Adapun cakupan pemberian tablet Fe3 pada bumil di tahun 2007 
adalah 70,62.% dari 99.147 sasaran ibu hamil. 
2) Persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) dengan kompetensi 
kebidanan. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir 
sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini antara 
lain disebabkan karena pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga 
kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Dalam lima tahun terakhir 
pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terus 
meningkat. Pada tahun 2007 sebesar 73,66% dari 94.638 persalinan 
ditolong oleh tenaga kesehatan, gambaran cakupan linakes dari tahun 
2005 s/d 2007 adalah sbb: 
Gambar 5. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di 
Kab. TangerangTahun 2005-2007 
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
3) Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk. Dalam memberikan pelayanan 
khususnya ibu hamil yang memiliki risiko tinggi oleh tenaga bidan di 
desa dan Puskesmas, beberapa kasus memerlukan pelayanan kesehatan 
rujukan. Hal ini karena terbatasnya kemampuan dalam memberikan 
pelayanan sehingga kasus tersebut perlu dirujuk ke unit pelayanan 
kesehatan yang memadai. Dari hasil laporan LB 3 Puskesmas tahun 
2007 menunjukkan jumlah ibu hamil risti yang dirujuk ke fasilitas 
kesehatan sebanyak 1149 orang, dari 4883 ibu hamil yang dilayani. 
c. Pelayanan neonatal 
Bayi hingga usia kurang dari satu bulan merupakan golongan yang 
berisiko kesehatan paling tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi 
risiko antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari) minimal dua 
kali, satu kali pada umur 0-7 hari dan satu kali pada umur 8-28 hari.  
Dalam melaksanakan pelayanan neonatus, petugas kesehatan selain 
melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga melakukan konseling 
perawatan bayi kepada ibu. Pada tahun 2007 cakupan pemeriksaan 
kesehatan neonatal dan bayi terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2006 
(tabel 3). Sedangkan untuk masalah BBLR, terjadi peningkatan kasus 
BBLR di Kabupaten Tangerang yaitu dari 22 kasus BBLR (tahun 2006) 
xcviii 
 
menjadi 255 kasus BBLR pada tahun 2007. Dari 255 kasus BBLR tersebut 
247 tertangani.  
Tabel 4. Hasil pencapaian pelayanan kesehatan neonatal – bayi di 
Kab.Tangerang Tahun 2003-2007 
 
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
d. Pelayanan perbaikan gizi 
Penanggulangan kekurangan vitamin A (KVA) program 
penanggulangan KVA telah dimulai sejak tahun 1970-an namun sampai 
saat ini masalah KVA masih menjadi salah satu masalah gizi utama di 
Indonesia. KVA tingkat berat (Xeropthalmia) yang dapat menyebabkan 
kebutaan sudah jarang ditemui, tetapi KVA tingkat sub-Klinis yaitu KVA 
yang belum menampakkan gejala nyata masih diderita oleh sekitar 50 % 
balita di Indonesia. Sampai saat ini strategi penanggulangan KVA masih 
bertumpu pada pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi. Kapsul Vitamin 
A biru (100.000 IU) diberikan kepada bayi (6-11 bulan) satu kali dalam 
setahun yaitu pada bulan Februari atau Agustus, sedangkan kapsul 
Vitamin A merah (200.000 IU) diberikan kepada anak balita (1-5 tahun) 
setiap bulan Februari dan Agustus, serta kepada ibu nifas paling lambat 30 
hari setelah melahirkan. Cakupan pemberian vitamin A tahun 2007 adalah 
sebagai berikut  
Gambar 6. Cakupan pemberian vit A pada bayi, balita dan ibu nifas di 
Kab.Tangerang Tahun 2007 
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Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Dari grafik tersebut terlihat sedikit perbedaan antara pencapaian 
cakupan bila dibandingkan dengan sasaran proyeksi dengan sasaran yang 
ada, tetapi kondisi seperti itu telah diantisipasi dengan menambah 10% 
untuk jumlah vit A yang dibutuhkan. Sedangkan untuk ibu nifas, dari 
laporan Puskesmas yang masuk baru menunjukan 54,37% ibu nifas yang 
mengkonsumsi Vit.A. dengan kondisi tersebut maka dilakukan 
penjaringan yang lebih intensif oleh Bidan Desa supaya cakupan konsumsi 
Vit.A untuk ibu nifas bisa menjadi lebih tinggi. 
e. Pelayanan kesehatan usia lanjut 
Pelayanan kesehatan salah satunya ditujukan terhadap kelompok 
usia lanjut, dimana pada kelompok ini biasanya banyak mengalami 
gangguan kesehatan degeneratif dan fungsi tubuh lainnya. Dalam upaya 
meningkatkan status kesehatan usia lanjut, telah dilaksanakan kegiatan 
program pelayanan kesehatan usia lanjut. Program Pelayanan kesehatan 
usia lanjut juga telah diupayakan melalui kegiatan penjaringan usia lanjut 
di Posbindu. Pada tahun 2007 jumlah posbindu yang ada di Kabupaten 
Tangerang sebanyak 375, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 
sebanyak 346 di tahun 2006. adapun hasil kegiatan tersebut dapat dilihat 
pada gambar berikut 
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Gambar 7. Kegiatan lansia di Kabupaten Tangerang tahun 2007 
 
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
f. Pelayanan pengobatan 
Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara 
rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan 
dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan 
kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan Puskesmas 
dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat 
jalan, sedangkan RS disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan 
untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan. Untuk melihat 
proporsi pelayanan pengobatan di Fasilitas pelayanan kesehatan se 
Kabupaten Tangerang diantaranya tergambar dari persentase kunjungan 
pasien berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:  
Gambar 8. Persentase kunjungan pasien ke pelayanan pengobatan di 
puskesmas  se- Kab. Tangerang Tahun 2007 
 
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
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Sedangkan untuk gambaran kinerja pelayanan kesehatan di Rumah 
Sakit Kabupaten Tangerang tahun 2007 berdasarkan data yang diperoleh 
dari Dinas Kesehatan Kab. Tangerang melalui http://www.dinkes-
kabtangerang.go.id/ adalah sebagai berikut: 
1) Kunjungan rumah sakit 
Selama tahun 2007 jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat 
inap dari seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang sebanyak 
979.967 atau 27,98/ 100 ribu penduduk. Dari kunjungan tahun 2007 
tersebut sebanyak 85% merupakan kunjungan rawat jalan dan 15% 
kunjungan rawat inap. 
2) Pelayanan rumah sakit 
Untuk mengukur kinerja pelayanan di rumah sakit diantaranya 
digunakan indikator sbb: 
a) Bed Occupancy Rate (BOR) BOR menunjukan Angka 
pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit. Pada tahun 2007 BOR 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang 
merupakan RS kelas B pada tahun 2007 berkisar 107,45 % 
sedangkan rata-rata BOR di RS Umum Swasta berkisar 70,22%, 
rata-rata BOR RS Ibu dan Anak berkisar 30,94% dan BOR RS 
Khusus (Mental, Narkotik dan Geriatrik) Dharma Graha adalah 
74,8 %.  
b) Length Of Stay (LOS) Untuk mengukur efisiensi dan mutu 
pelayanan Rumah Sakit adalah dengan angka rata- rata lamanya 
dirawat atau LOS. Angka rata-rata LOS untuk RSU Daerah 
Kab.Tangerang pada tahun 2007 yaitu 5 hari, rata-rata LOS RS 
Umum Swasta adalah 3 hari, rata-rata LOS RSIA adalah 3 hari, 
dan LOS RSK Dharma Graha adalah 19 hari. 
c) Turn Over Interval (TOI) TOI atau Interval Pemakaian Tempat 
Tidur adalah rata-rata jumlah hari tempat tidur rumah sakit tidak 
dipakai dari saat kosong ke saat terisi berikutnya. Pada tahun 2007 
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angka TOI untuk RSU Daerah Kab.Tangerang adalah 1 hari, rata-
rata TOI RS Umum Swasta ádalah 2 hari, rata-rata TOI RSIA 
ádalah 9 hari, dan angka TOI RS Khusus ádalah 1 hari. 
d) Net Death Rate (NDR) NDR adalah satu indikator untuk menilai 
mutu pelayanan Rumah Sakit, dengan menghitung angka kematian 
pasien di Rumah Sakit setelah dirawat lebih dari 48 jam per 1000 
penderita keluar hidup dan mati. Nilai NDR yang ideal adalah < 
25/1000 penderita. 
e) Gross Death Rate (GDR) GDR atau kematian total pasien rawat 
inap yang keluar Rumah Sakit per 1.000 penderita keluar hidup dan 
mati. Nilai ideal GDR adalah < 45/1.000. Pencapaian kinerja 
pelayanan RS di Kab. Tangerang pada tahun 2007 dibandingkan 
dengan tahun 2006 tergambar dalam tabel berikut : 
Tabel 5. BOR, LOS dan TOI  Rumah Sakit di  Kab. Tangerang  
Tahun 2006 -2007 
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Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Tabel 6. NDR dan GDR  Rumah Sakit di Kab. Tangerang Tahun 
2006-2007 
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
3) Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin 
Pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kab Tangerang 
untuk tingkat Puskesmas tahun 2007, jumlah peserta yang dilayani 
kesehatannya sebanyak 372.748, atau sebanyak 55,78%. Sumber Daya 
Kesehatan (Ketenagaan dan Pembiayaan) 
Dengan adanya pencapaian program dari Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 
yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan Kab. Tangerang dilakukan secara struktur dan sistematis 
sesuai dengan prosedur pengawasan yang baik. Segala tindakan-tindakan yang 
dilakukan ditulis secara jelas. Tercapainya program dari Dinas Kesehatan Kab. 
Tangerang tidak terlepas dari faktor sumber daya kesehatan yang merupakan 
unsur terpenting di dalam peningkatan pembangunan kesehatan secara 
menyeluruh. Sumber daya kesehatan terdiri dari tenaga, sarana dan dana yang 
tersedia untuk pembanguan kesehatan. Tahun 2007 Situasi sumber daya kesehatan 
secara menyeluruh mengalami peningkatan yang lebih baik dari tahun 2006, 
diharapkan peningkatan sumber daya kesehatan dapat meningkatkan pelayanan 
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kesehatan diseluruh tingkat pelayanan kesehatan baik di desa, puskesmas dan 
rumah sakit. Bersamaan dengan ini jajaran kesehatan terus melakukan 
peningkatan kualitas SDM kesehatan dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang 
berbasis kopetensi, peningkatan loyalitas terhadap profesi kesehatan, penambahan 
jumlah tenaga kesehatan yang. Secara terperinci dapat digambarkan 
perkembangan dan hambatan situasi sumber daya kesehatan sebagai berikut: 
1. Ketenagaan 
Tenaga kesehatan merupakan bagian terpenting didalam peningkatan 
pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang, peningkatan kualitas harus 
menjadi prioritas utama mengingat tenaga kesehatan saat ini belum 
sepenuhnya berpendidikan D-III serta S-1 sedangkan yang berpendidikan SPK 
serta sederajat minim terhadap pelatihan tehnis, hal ini juga berkaitan dengan 
globalisasi dunia dan persaingan terhadap kualitas ketenagaan harus menjadi 
pemicu. Bila peningkatan kualitas dapat dijalankan secara bertahap maka 
peningkatan pelayanan kesehatan dapat dicapai sepenuhnya. 
a. Jenis tenaga kesehatan berdasarkan ratio dan proporsi 
secara rasio tenaga kesehatan untuk tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 
berikut ini  
Tabel 7. Jenis tenaga berdasarkan ratio dan proporsi di Kabupaten 
Tangerang Tahun 2007 
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan 
dengan pendidikan minimal SPK berjumlah 345 dengan proporsi sebesar 
9,4% padahal untuk mengisi tenaga kesehatan yang berkaitan dengan 
pengawasan dalam pelayanan kesehatan minimal adalah D-III akan tetapi 
dari tabel di atas menjelaskan bahwa tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan 
Kab. Tangerang belum sepenuhnya memenuhi kriteria ahli bahkan 
pelatihan teknis itupun tidak semua pegawainya mengikuti pelatihan 
teknis. 
b. Proporsi tenaga kesehatan menurut kategori untuk mengetahui proporsi 
tenaga kesehatan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini. 
Gambar 9. Proporsi tenaga kesehatan menurut kategori tenaga kesehatan 
di Kabupaten tangerang Tahun 2007 
 
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Dari Grafik diatas menunjukan gambaran ketenagaan diseluruh 
katagori pada tahun 2007, di Kabupaten Tangerang tenaga perawat dan 
bidan mendominasi ketenagaan kesehatan. Sedangkan untuk distribusi 
tenaga kesehatan berdasarkan unit kerja Kabupaten Tangerang tahun 2007 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 10. Proporsi tenaga kesehatan menurut unit kerja tahun 2007 
 
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Dari gambaran diatas menunjukkan proporsi tenaga kesehatan di 
unit pelayanan rumah sakit menunjukkan nilai yang paling dominan 
dibandingkan dengan unit pelayanan lainnya, sedangkan untuk fasilitas 
pelayanan kesehatan dasar yang paling dominan adalah Puskesmas oleh 
sebab itu peningkatan kualitas tenaga kesehatan di unit pelayanan 
puskesmas untuk seluruh jenis ketenagaan harus mendapat perhatian yang 
serius, hal lain yang masih menjadi permasalahan adalah peyebaran tenaga 
puskesmas dibeberapa lokasi masih belum merata khususnya untuk 
wilayah kecamatan baru. 
c. Proporsi tenaga kesehatan di puskesmas distribusi tenaga kesehatan 
berdasarkan Kabupaten Tangerang tahun 2007dapat dilihat pada grafik 
berikut ini. 
Gambar 11. Proporsi kategori tenaga kesehatan di puskesmas tahun 2007 
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Dari gambar di atas terlihat bahwa tenaga kesehatan terbanyak adalah 
Perawat dan Bidan sebanyak 79% disusul selanjutnya oleh tenaga medis 
sebanyak 16%. 
2. Pembiayaan kesehatan 
Pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor 
utama didalam peningkatan pelayanan kesehatan, baik untuk belanja modal 
maupun belanja barang. Di dalam upaya peningkatan pembiayaan terhadap 
sektor kesehatan dianggarkan melalui dana APBN, APBD Provinsi dan 
Kabupaten, serta sumber lainnya. Didalam profil kesehatan ini baru dapat 
memberi gambaran dana yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
Tabel 8.  Jumlah anggaran pembangunan kesehatan di Dinkes Kabupaten 
Tangerang Tahun 2006 dan 2007 
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Dari gambaran diatas menunjukkan anggaran APBD Kabupaten 
merupakan konstribusi terbesar dimana pengunaan dana yang ada diarahkan 
kepada peningkatan kapasiti building dan pembangunan fisik serta equipment 
(peralatan). Sedangkan untuk anggaran APBN tetap mempunyai arti didalam 
peningkatan pelayanan kesehatan. secara keseluruhan pembiayaan kesehatan 
dilihat dari dua sumber dana tersebut bila dibandingkan dengan seluruh nilai 
APBD masih berkisar 6–7%. Berdasarkan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 
No. 36/2009 yang menyebutkan bahwa “Besar anggaran kesehatan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) 
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji” Pembiayaan 
pembangunan kesehatan sebesar 6-7% APBD tersebut dinilai tidak memenuhi 
ketentuan minimal 10% sehingga pembiayaan kesehatan tersebut kurang.  
Sebagai gambaran dana tahun 2007 dapat dilihat pada grafik berikut ini: 
Gambar 12. Proporsi anggaran pembangunan sektor kesehatan tahun anggaran 
2007 yang dikelola di Dinkes Kab Tangerang. 
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
Dari gambar di atas menunjukan bahwa sumber pembiayaan kesehatan 
berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber 
lain sesuai dengan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang No. 36/2009 
c. Sarana kesehatan dasar 
Komponen lain didalam sumber daya kesehatan yang paling penting 
adalah ketersedian sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan 
kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan 
yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi kesehatan 
lingkungan. Pembangunan sarana kesehatan harus dilengkapi dengan 
peralatan medis, peralatan nonmedis, peralatan laboratorium beserta reagensia, 
alat pengolah data kesehatan, peralatan komunikasi, kendaraan roda empat dan 
kendaraan roda dua. 
Unit pelayanan kesehatan dibagi atas beberapa katagori yaitu 
Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 
Rumah Sakit Umum dan unit pelayanan tehnis kesehatan lainnya, setiap 
pembangunan unit-unit pelayanan yang ada harus dapat memenuhi 
keterjangkauan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, 
pembangunan unit pelayanan berdasarkan katagori diatas harus dapat 
berpedoman terhadap populasi penduduk yang akan dilayani sehingga fungsi 
unit pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai target yang yang diharapkan. 
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Selain fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga dibangun dan dikembangkan 
fasilitas pelayanan berbasis masyarakat antara lain Pondok Bersalin Desa 
(Polindes) dan POSKESDES. Pada tahun 2007 penyediaan sarana kesehatan 
dari seluruh katagori diatas, telah ada diseluruh Kecamatan Ke Desa-desa 
namun yang masih menjadi permasalahan adalah masih banyaknya Pustu dan 
Polindes yang telah rusak, sedangkan untuk pembangunan Puskesmas 
menunjukkan peningkatan pembangunan baik secara kuantitas maupun 
kualitas, namun kedepan yang harus diperhatikan adalah perawatan bangunan 
sehingga kaidah-kaidah bangunan kesehatan tetap terjaga sebagaimana yang 
diharapkan. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Pusat pelayanan kesehatan dasar merupakan ujung tombak dari 
pelayanan kesehatan Itu sendiri terutama polindes, pustu dan puskesmas, 
ketiga unit pelayanan ini harus dapat memegang peranan penting didalam 
menjaga kesehatan masyarakat, seiring dengan dengan kebutuhan pelayanan 
dasar tersebut pada tahun 2007 jumlah Puskesmas telah dimekarkan menjadi 
47 buah tetapi operasionalnya akan dimulai pada tahun 2008, sehingga dalam 
data tersebut masih ditampilkan hanya 40 Puskesmas. Situasi sarana kesehatan 
dasar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2007 sesuai dengan tabel berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9. Jumlah puskesmas, pustu, polindes dan pusling per Kecamatan Di 
Kabupaten Tangerang Tahun 2007 
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Sumber: BPS Dinas Kesehatan Kab. Tangerang Tahun 2007 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Rasio puskesmas per 100.000 penduduk besarnya ratio puskesmas 
terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Tangerang pada tahun 2007 
adalah 1,14. Hal ini berarti rata-rata setiap puskesmas melayani kurang 
lebih 87.556 penduduk. Berdasarkan ratio kecukupan puskesmas secara 
nasional sebesar 30.000 penduduk/puskesmas, berarti ketersediaan fasilitas 
di Kabupaten Tangerang belum cukup memadai, namun kondisi tersebut 
tidak menjadi masalah karena masih bisa di antisipasi dengan adanya 
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fasilitas pelayanan swasta baik rumah sakit dan klinik ataupun balai 
pengobatan  
2) Ratio puskesmas pembantu per puskesmas ratio pustu per puskesmas di 
Kabupaten Tangerang tahun 2007 adalah 1,08 sehingga dapat dikatakan 
setiap puskesmas telah memiliki jaringan pelayanan sebanyak 1 buah 
Pustu. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi fisik dan sanitasi 
dilingkungan Pustu. 
Max Weber dalam teorinya mengenai tipe ideal birokrasi yang dalam hal 
ini menentukan efisiensi dari birokrat, komponen dari tipe ideal birokrasi tersebut 
kaitannya dengan prosedur pengawasan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tangerang antara lain: 
1. Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus menerus diatur menurut peraturan. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah memenuhi komponen tersebut 
seperti dalam melakukan pengawasan tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 
Tangerang melakukan pengawasan sesuai dengan Pasal 21 UU No. 36/2009. 
2. Suatu bidang keahlian tertentu, yang meliputi: 
a. Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai 
bagian dari pembagian pekerjaan sistematis 
b. Ketetapan mengenai otoritas yang perlu dimiliki seseorang yang 
menduduki suatu jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini 
c. Bahwa alat paksaan yang perlu secara jelas dibatasi serta penggunaannya 
tunduk pada kondisi-kondisi terbatas itu 
Tenaga kesehatan saat ini belum sepenuhnya berpendidikan D-III serta S-1 
akan tetapi dalam  pelaksanaan tugas pengawasan pelayanan kesehatan sudah 
diberikan batasan kriteria minimal yaitu D-III kesmes sehingga dapat 
tergambarkan bahwa diperlukannya keahlian tertentu.   
3. Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hierarki: artinya pegawai rendahan 
berada di bawah pengawasan dan mendapat supervisi dari seseorang yang 
lebih tinggi. 
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Organisasi kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten telah mengikuti prinsip 
hierarki, hal ini dapat diamati dari struktur dari organisasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tangerang kedudukan Seksi Pengawas dan  Pengendalian 
Pelayanan Kesehatan berada di bawah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 
Dinas Kesehatan 
4. Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seorang pegawai dapat 
merupakan peraturan norma yang bersifat teknis. Kalau penerapan seluruhnya 
bersifat rasional, maka (latihan) spesialisasi diharuskan. 
Adanya ketentuan atau norma yang mengatur bahwa tenaga kesehatan 
berpendidikan SPK serta sederajat harus mengikuti pelatihan teknis karena 
berkaitan dengan globalisasi dunia dan persaingan terhadap kualitas 
ketenagaan harus menjadi pemicu 
5. Dalam tipe rasional hal itu merupakan masalah prinsip bahwa para anggota 
staf administrasi harus sepenuhnya terpisah dari pemilikan alat produksi atau 
administrasi. 
Sudah terpisah sehingga pegawai administrasi tidak mempunyai hubungan 
dengan alat produksi atau administrasi. 
6. Dalam hal tipe rasional itu, juga biasanya terjadi bahwa sama sekali tidak ada 
pemberian posisi pegawai oleh seseorang yang sedang menduduki suatu 
jabatan. 
Berdasarkan keterangan yang diberikan tidak ada pemberian posisi ke pegawai 
oleh seseorang yang sedang menduduki suatu jabatan. 
7. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan 
administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis. 
Semua Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan 
administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis sebagai contoh untuk 
mengukur kinerja pelayanan di rumah sakit diantaranya digunakan beberapa 
indikator. 
Berdasarkan pemaparan teori tipe birokrasi ideal oleh Max Weber di atas 
dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pengawasan terhadap kesehatan dan 
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pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang sudah efisien terbukti pada 
komponen-komponen tipe birokrasi ideal menurut Max Weber yang sebagian 
besar sudah dipenuhi.  
D. Visi Misi Rumah Sakit Omni Internasional 
Seseorang yang datang kepada dokter atau rumah sakit mempunyai tujuan 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan memeriksakan kondisi kesehatan yang 
mungkin seseorang tersebut kesehatannya mengalami permasalahan. Perwujudan 
upaya kesehatan yang merata secara adil dan tepat sasarannya adalah harapan dari 
semua masyarakat dalam upaya kesehatan. 
Permasalahan yang sering terjadi adalah masyarakat yang tidak mampu 
atau berada pada golongan menengah ke bawah mengalami ketidakadilan dalam 
mekanisme atau proses pelayanan kesehatan. Sehingga pada akhirnya keberadaan 
pasien itulah yang sering dikorbankan sebagai pihak yang dirugikan dalam proses 
upaya kesehatan. 
Hal tersebut di atas merupakan salah satu tanggung jawab dari Rumah 
Sakit Omni Internasional sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang dalam 
hal ini mempunyai visi dan misi. Visi dari Rumah Sakit Omni Internasional 
adalah “Menjadi rumah sakit terkemuka di regional mencakup penyediaan 
pelayanan kesehatan yang komperhensif dengan standar manajemen 
international”. Penyediaan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan 
standar manajemen internasional belum ada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut akan tetapi yang ada adalah 
pengaturan standar pelayanan minimal rumah sakit di daerah kabupaten/kota 
karena keberadaannya di kabupaten/kota.  Standar Pelayanan Minimal Rumah 
Sakit Kabupaten/Kota adalah standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang 
telah diserahkan, yang harus dilaksanakan Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk 
meningkatkan mutu pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang 
sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah dalam 
penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota serta sebagai instrumen pembinaan 
dan pengawasan pemerintah. 
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Untuk mewujudkan Visi Rumah Sakit Omni Internasional ditetapkanlah 
Misi, sebagai berikut: 
1. Melayani pasien dan keluarga secara profesional, manusiawi, tepat waktu dan 
tepat guna, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mencakup 
kebutuhan-kebutuhan jasmani, mental, spiritual dan sosial. 
2. Mengenali dan mengejar kesempatan pasar strategis untuk pertumbuhan dan 
perkembangan dibidang medik dan penunjang medik. 
3. Membangun dan membina hubungan baik dengan stakeholders. 
4. Menjamin suatu lingkungan kerja yang baik di bidang penunjang medik yang 
mendatangkan suasana komunikatif pada dokter dan pasien serta ditunjang 
dengan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. 
Berdasarkan hasil pemaparan di atas dan berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak Prita 
Mulyasari sebagai pasien, Mengingat teori dari Bennis yang menyatakan bahwa 
asumsi-asumsi atau nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat harus 
dinyatakan secara tertulis menjadi aturan bagi setiap gerak dan langkah anggota 
organisasi, dan  Edgar Schein menyatakan  dalam suatu asumsi-asumsi atau nilai-
nilai harus ada hubungan interaksi antara lain hubungan manusia dengan 
lingkungan, hakikat kenyataan dan kebenaran, Sifat dasar manusia, hakikat 
aktifitas manusia, hakikat hubungan antar manusia Bahwa salah satu misi yang 
berbunyi melayani pasien dan keluarga secara profesional, manusiawi, tepat 
waktu dan tepat guna, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mencakup 
kebutuhan-kebutuhan jasmani, mental, spiritual dan sosial  tidak sesuai dengan 
kebenaran karena kenyataan yang terjadi terdapat pasien yang mengeluhkan 
pelayanan yang tidak baik  dan juga visi  rumah sakit dengan standar manajemen 
internasional tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. 
maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa visi misi Rumah Sakit Omni 
Internasional tidak mendorong bagi terwujudnya perlindungan terhadap hak 
pasien akan tetapi lebih mengedepankan pada reputasi rumah sakit tersebut 
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sehingga pencarian keuntungan diatas kepentingan hak pasien pun tidak dapat 
terhindarkan 
cxviii 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang dikaji, penulis 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pemberian hak Prita Mulyasari sebagai pasien yang diberikan oleh Rumah 
Sakit Omni Internasional yang mana hak sebagai pasien tersebut belum 
diberikan oleh Rumah Sakit Omni Internasional antara lain yang pertama hak 
atas informasi terhadap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien dan 
hasil pemeriksaan yang oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional tidak 
diberikannya, kedua hak pasien untuk melakukan pengaduan, pendapat atau 
keluhan yang juga tidak diberikan. 
2.  Peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan belum berfungsi untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap hak pasien. Hal ini belum adanya 
harmonisasi aturan mengenai pasien dan hak pasien secara rinci dan jelas dan 
sanksinya. 
3. Prosedur pengawasan kesehatan di kabupaten Tangerang sudah efisien, hal ini 
dikarenakan komponen-komponen dari tipe ideal birokrasi menurut Max 
Weber sebagian besar sudah terpenuhi. 
4. Visi dan Misi Rumah Sakit Omni Internasional tidak mendorong bagi 
terwujudnya perlindungan terhadap hak pasien akan tetapi lebih cenderung 
untuk mengejar reputasi dari suatu rumah sakit. 
 
B. Saran 
Dari kesimpulan yang didapat oleh penulis, pada akhirnya penulis dapar 
memberikan saran kepada pembaca khususnya pihak-pihak yang terkait yaitu 
pelaku kesehatan, antara lain : 
1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan, rumah 
sakit maupun praktik kedokteran sebaiknya dilakukan perubahan dan 
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dilakukan penambahan pasal-pasal yang secara khusus mengatur mengenai 
pengertian pasien, hak-hak pasien dan sanksi-sanksi baik itu secara 
administrasi maupun pidana bagi pihak-pihak yang melanggar terhadap 
ketentuan hak pasien. 
2. Peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengawasan tetap 
dipertahankan dan ditingkatkan menuju birokrasi yang lebih efisien. 
3. Visi dan Misi Rumah Sakit Omni Internasional sebaiknya diperbaiki agar 
dapat mendorong perlindungan terhadap hak pasien seperti menjadi rumah 
sakit yang lebih mengutamakan prinsip kerja yang optimal demi keselamatan 
pasien yang utama. 
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